
GI'BERNI'R NUSA TENGCARA TIIIUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR ID4 TAIIUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DEVTAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Meaimbang :

DENGAN RAIIMAT TI'HAN YAI{G MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TEI{(X}ARA TIMUR.

a. bahwa dalam tangka mewujudkan pemerintahan yang

efektif dan elisien serta untuk meningkatkan kinela
Aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Sekretariat

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur, diperlukan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Beu:at dan Nusa Tenggara Timur (I*mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor

r6491;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038); r79

Mengingat



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28

Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Str6rndar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2Ol7 Nomor 271;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERITUR TENTAIIG STAI{DAR
OPERASIONAL PROSEDUR N)MIIIISTRASI
PEMERIIYTAIHN SEKR"ETARIAT DEtrIAN PER1VAKILAN
RAKYAT DATRAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAT{ UMUM

Bagian Kesatu
Pengertlan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubemur Nusa Tenggara Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

Sekretariat DPRD adalah Sekeratriat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah

4.

q

Provinsi Nusa Tenggara Timur. !



7. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang

selanjutnyadisingkatSoPAPadalahserangkaianinstruksitertulisyang
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi

pemerintahan berupa aktivitas organisasi' bagaimana dan kapan harus

dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan yang sesuai dengan

peraturan Perundang-undangan'

g. Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas

dan fungsi Pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat daerah'

g. Pelayanan lnternal adalah pelayanan yang diberikan oleh sebuah unit

organisasi atau orang yang bekerja pada unit organisasi tersebut ke unit-

unit atau pegawai lain di dalam sebuah organisasi'

1O. pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah yang ditujukan kepada masyarakat atau kepada

Instansi Pemerintah lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya'

ll.FormatSoPAPadalahbentukpenuangansoPAPberupatulisandan
diagram alir.

12.VerifikasiSoPAPadalahprosesmemeriksakebenarandankesesuaian
SOP.

13. Tahap Kegiatan adalah langkahJangkah yang sistematis dalam

melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu'

14. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses' prosedur atau

dokumensuatukegiatanyangmenggunakansimbol.simbolataubentuk-

bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi'

15. Unsur Dokumentasi adalah unsur dari Dokumen SOP AP yang berisi hal-

hal yang terkait dengan proses pendokumentasian SOP AP sebagai

sebuah dokumen.

16. Unsur Prosedur adalah bagian inti dari dokumen SOP AP'

17. Hasil Akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yarlg

dilaksanakan berupa barang dan jasa'

18.PenyempurnaansoPAPadalahserangkaiankegiatandalamrangka
meningkatkan kualitas SOP AP yaitu melengkapi' membuat'

menambah / mengu.rangi, men1rusun, dan mengevaluasi SOP AP'

19. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP AP dalam

peke1aannya.4/



Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi

Sekretariat DPRD dalam mengidentifikasi, merumuskan, mengatur'

memonitot, mengevaluasi serta mengembangkan SOP AP dalam

penyelenggaraan Pemerintahan baik penyelenggaraan internal maupun

eksternal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi'

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

a. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;

b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;

c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

d. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang

pegawai dalam melaksanakan tugasnya;

e. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam

memberikan PelaYanan;

f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat' baik dari sisi waktu

maupun Prosedur;

g. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan

h. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan'

Bagian Ketiga

Ruang LingkuP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

a. judulSOPAP;

b. monitoring dan Evaluasi; dan

c. pembiaYaan.
BAB II

JUDUL SOP

Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan SOP AP Sekretariat DPRD'

(2) Jenis SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. SOP Penanganan Administrasi Surat Masuk Kode "B" (Dewanl; p'



b.sOPPenangananAdministrasiSuratMasukKodeoH"(Setwan);

c.sOPPenangananAdministrasiSuratKeluarKode"B"(Dewan);

d.SOPPenangananAdministrasiSuratKeluarKode'H"(Setwan);

e. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

f. SOP Pengurusan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala;

g. SOP Pengurusan Administrasi Kenaikan Pangkat;

h. SOP Pengurusan Administrasi Pensiun;

i. SOP Penyusunan Sasaran Kineda Pegawai (SKP) Sekertaris Dewan;

j. SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepala Bagian;

k. SOP Penyusunal Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepala Sub Bagian;

l. SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Pelaksana;

m. SOP Pengurusan Administrasi Kartu Istri dan Kartu Suami (Karis dan

Karsu);

n. SOP Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD;

o. SOP Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD;

p. SOP Pemeriksaan Kesehatan Anggota DPRD;

q. SOP Pembuatan Daftar Pembelanjaan Barang-barang Alat Tulis Kantor;

r. SOP Pembayaral Pajak Kendaraan Dinas dan Pajak Bumi dan

Bangunan;

s. SOP Pembersihan Gedung Kantor;

t. SOP Pengamanan Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD;

u. SOP Penerbitan SPT dan SPPD Dewan;

v. SOP Penerbitan SPT dan SPPD ASN;

w. SOP Protokoler kegiatan Pimpinan DPRD;

x. SOP Penyelenggaraan Rapat Pembahasan Ranperda;

y. SOP Penyelenggaraan Rapat Pembahasan RAPBD;

z. SOP Penyelenggaraan Rapat Penetapan Keputusan DPRD;

aa. SOP Penyelenggaraan Rapat Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan

Dewan;

bb. SOP PenYusunan Risalah RaPat;

cc. SOP Penyelenggaraan Rapat Badan Musyawarah;

dd. SOP Penyampaian Hasil Kunjungan Kerja dan Reses;

ee. SOP Penyelenggaraan Rapat Komisi;

ff. SOP Penyelenggaraan Rapat Gabungan Komisi;

gg. SOP Pembuatan Rekomendasi;

hh. SOP Pembuatan Notulen RaPat;

ii. SOP Administrasi Kehumasan;

ii. SOP Fasilitasi Pengaduan Aspirasi Masyarakat; (,,



kk. SOP Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas;

ll. SOP Penyusunan Renstra;

mm. SOP Penyusunan Renja;

nn. SOP Penyususnan Rencana Kerja Anggaral dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran;

oo. SOP Verifikasi dan Pelaporan;

(3) Jenis SOP AP sebaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Biro Organisasi dalam bentuk

observasi, interview dengan pelaksana dan diskusi kelompok ke{a.

(2) Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Biro Organisasi dapat membentuk Tim dengan

mengikutsertakan Sekretariat DPRD dan/atau pihak ketiga yang

berkompeten.

(3) Dalam rangka menjamin mutu pelayanan agar pelaksanaannya sesuai

dengan SOP AP, Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB W
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Peraturan Gubemur ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

BAB V
KEfENTUAIT PENUTT'P

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh ketentuan dan

Lampiran yang berkaitan dengan Sekretariat DPRD yang diatur dalam

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang

Standard Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2015 Nomor 034) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*



Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2OI9 il

!cueonxun 
NUS1 

HNGcARA 
rrMURl

/vIlrT 
oR BUNGTTLU LATSKoDAT

Diundangkan di Kupang
pada Tanggal 2Ol9

SEKRETARIS DAERAH

9PROVTNST

f 
nur

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2OI9 NOMOR

rulPj*rrMUR,/



Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di KuPang
pada tanggal 2Ol9 t

ITGUBERNUR NUSA TENGCARA TIMUTo \l)
u>

lfwt 
on BUNdTILU LAISKoDAT

Diundangkan di KuPang
padaTanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH

4fanovrnst
",s" 

tYL*:ARA flMUyz

FBEN
'TUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR



Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Frovinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tarregal oa- ou e.h- 2}lg I

I cuennlrun NUSt TENccARA rlMURi

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

0/ROVINSI NU$,A TENGGARA

-
,US POLO MAIilG

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR (q

Diundangkan di Kupang
pada Tanggal V 9? .rr-w( 2Ol9

SEKRETARIS DAERAH

rrMURi(

rBEN
EK



TAMPIRAN ; PERATUMN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NoMoR :104 TAHUN 2019
TANGGAL i : O> Wa.^b.ex- 2OL9

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADASEKRFTARIAT DEWAN PENWAKITAN RAKYA' DAERAH PROVINSI NUSA T€NGGARATIMUR

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARAT DPRD

BAGIAN UMUM

SUB BAGTAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN

Nomor SOP AP 01 Tahun 2019
Tanooal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal EfeKif
Disahkan oleh sekretaris DPRD Provinsi N sa Tenggara Timur'

nly\,',1ITVyt,
DRS. TOBIAS NGONGO BULU

Pembina Utama Madya
N|P.19631231 199303 1 178

Judul SOP AP Penanoanan Surat Masuk Kode "8" (Dewan)

Dasar Hukum : ualifikasi gelaksana i

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.

6

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menterj PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur.

Pe€turan Daerah Provinsi Nusa lenggara Timur Nomor I Tahun 2019 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nfi.
Peratufan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Llngkungan Pemerintah Provinsi NTl.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022.
Peaaturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nornor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur'

7

1. Pendidikan minimal SLTA.

i/lenguasai Tata Naskah Dinas.

Kete.kaiian (apan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk Kode H (Setwan).
2. SOP Penanganan Surat Keluar Kode I (Dewan).
3. SOP Protokoler keqiatan Pimpinan.

1.

2.

3.

ATK.
Komputer dan Printer.
TeleDon / Faximili.

,eringatan: an dan Pendataan ;

Apabila penanganan Surat Masuk Kode "B" (Dewan) tidak dilaksanakan, maka DPRD secara kelembagaan

tidak mengetahuj aspirasi yang disampaikan yang berdampak pada terhambatnya proses penyelenggaraan

Pemerintahan,Pembangunan Sosial dan Kemasyarakalan.

Disimpan sebagai data eleKronik dan manual

)



Mutu Baku

Keterangan
No. Tahap Kegiatan Pejabat

Pelaksana

Kasubag iU,
Kepegawaian dan

Keqlggqtaqn
Dewan

Kabag Umum Sekwan
Pimpinan

Dewan
Kabag

Persidangan

Kasubag
Persidangan

,dan AKD

Pendamping
Komisi

Waktu Output

1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Surat masuk,

tedampiri lembar

Disposisi, dan

lembar
Pengantar

10 menit Surat masuk,

rerlampiri lembar

Disposisi, dan

embar Pengantar

SOP
renanganan
qdministrasi

Surat Masuk
Kode'B'
(Dewan)

1 Menerima, mencatat ke dalam buku
agenda Kode B yang ditujukan untuk
Pimpinan Dewan, memasang Kartu
Kendali, menyahkan ke Kasubag TU,
Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan
untuk dioaraf

Surat masuk,

terlampiri lembar

Disposisi, dan
lembar
Pengantar

10 menit Surat masuk,

€rlampiri lembar

)isposisi, dan

embar Pengantar

z Vlenelaah Surat Masuk, memaraf dan
literuskan ke Kabag Umum

J Menelaah, memaraf kemudian diteruskan
ke Sekwan

Surat masuk,
terlampiri lembar
Disposisi, dan
lembar
Pengantar

10 menrt Surat masuk,

terlampiri lembar

Disposisi, dan
lembar Pengantar

Surat masuk,
terlampiri lembar
Disposisi, dan
lembar
Pengantar

15 menit
4 l\/enelaah dan mendisoosisi Surat Masuk

kemudian menugaskan Pejabat Pelaksana rh Disposisi Sekwan

untuK dasamoail(an ke Prmprnan Dewan

Vlenyampaikan Surat ke Pimpinan Dewan
;esuai bidang Komisi l_l-

Surat masuk dan
fisposisi
Sekwan

15 menit Surat masuk, dan

)isposisi Sekwan

6 Surat yang telah didisposisi Pimpinan
Jewan diteruskan ke Kabag Persidangan,
Humas dan Alat Kelengkapan Dewan

vr Surat masuk dan

Disposisi
Sekwan

15 menit Konsep surat
keluar

7 Vleneruskan Surat dari Pimpinan Dewan
Ke Kasubag Persidangan dan AKD dl 1

w

Surat masuk dan
Disposisi Dewan

15 menrt Surat masuk dan

Disposisi Dewan

I

I

2

I

I

I



8 Vlencatat dan mendistribusikan Surat
)impinan Dewan dan memerintahkan
)endamping Komisi untuk memproses di
jngkat Komisi

Surat masuk dan
fisposisi Dewan

10 menit surat masul( dan
Disoosisi Dewan

9 Vlenindaklaniuti Surat Pimpinan Dewan
lan memerintahkan Pendamping Komisi
JntuK mencatat, mendidtribusikan dan
nengarsipkan.

Surat masuk dan
)isposisi Dewan

10 menit Rekomendasi
Komisi, Buku
qgenda

1 2 3 1 5 6 7 I 9 10 12 13 14 15

No. Tahap Kegiatan
Pejabat

Pelaksana

Kasubag TU,

Sekwan
Pimpinan

Oewan

Kasubag
Persidangan

dan AKD

'Pendamping

Komisi
Kelengkapan Waktu KeteranganKeanggotaan

Dewan

-l
\y

Selesai



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN TATA USAHA. KEPEGAWAIAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN

Nomor SOP AP 12 Tahun 2019
Tanqgal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif I
Disahkan oleh Sekretaris Tenggara Timur,

DRS. TOBIAS NGONGO BULU
NtP.19631231 199303 1 178

Judul SOP AP Penanganan Surat Masuk Kode'H' (Setwan)

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 201 2 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar 6perasionai Prosedur.

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 201 7 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.

2.

Pendidikan minimal SLTA
Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/Perlenqkapan :

1 SOP Penanganan Surat Keluar Kode H (Setwan)

SOP Penanganan Surat Masuk Kode B (Dewan)
SOP Penanganan Surat Keluar Kode B (Dewan)

2
?

1.

2.

3.

ATK
Komputer dan Printer

Telepon / Faximili

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila penanganan Administrasi Surat Masuk Kode "H" (Setwan) tidak dilaksanakan, maka Setwan tidak
mengetahui adanya informasi dan aspirasi yang disampaikan yang berdampak pada terhambatnya proses
penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, sosial dan kemasyarakatan.

)isimpan sebagai data elektronik dan manual



Pelaksana Mutu Baku

Keterangari
No. Tahap Kegiatan

Kasubag TU,

Kepegawaian dan
Keanggotaan

Dewan

Para Kabag Sekwan Waktu Output

1 2 3 4 :.1:5 6 7 8 I 10 1

1 Menerima, mencatat ke dalam buku Agenda Kode H yang

Jitujukan untuk Sekwan, memasang kartu kendali dan

Jiserahkan ke Kasubag TU, Kepegawaian dan Keanggotaan

Dewan untuk diparaf

Surat masuk
lerlampiri lembar
disposisi

10 menit Surat masuk dan
Disposisi

Sop Penanganan
Administrasi Surat
Masuk Kode "H"
(Setwan)

2 Menelaah surat masuk. memaraf dan diteruskan ke Kabag

Umum -V-rll-
Surat masuk dan
Disposisi

10 menit Surat masuk dan
Disposisi

Menelaah. memaraf dan diteruskan ke Sekwan t-r Surat masuk dan
Disposisi

10 menit Surat masuk dan
Disposisi

M Surat masuk dan
Disposisi

10 menit Surat masuk dan
Disposisi4 Menelaah dan mendisposisi Surat Masuk kemudian

menugaskan pejabat pelaksana untuk disampaikan ke Para

Kabag.

5 Menyampaikan surat ke Para Kabag sesuai disposisi Sekwan Surat masuk dan
Disposisi

15 menit Surat masuk dan
Disposisi

Menerima surat yang telah didisposisi oleh Sekwan dan

menandatangani lembar penyerahan Surat kemudian

diserahkan ke Pejabat Pelaksana untuk mengarsipkan. ffi Surat masuk dan
Disposisi

15 Menit Surat masuk dan
Disposisi

lvlengarsipkan. r@
Surat masuk dan
Disposisi

15 Menit Bukti Penyerahan

[ - tutrt 
I\---/

I

l

1

I

I

I

t



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

AAGIAN UMUM

SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEANGGOTAAN OEWAN NrP.19631231 199303 1 '178

Surat Keluar Kode "8" (Dewan)

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah dan perubahannya.
2. Pe?luran Presiden Nomor Sl Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar ODerasional Prosedur.
4. Peraluran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara TimurNomor lSTahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerinlah Provinsi NTT.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Pedode 2O18-2022.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. MenguasaiTata Naskah Dinas.

1. SOP Penanganan Surat Masuk Kode B (Dewan)
2. SOP Penanganan Surat Masuk Kode H (Setwan)

3. SOP Penanganan Surat Keluar Kode H (Selwan)

1. ATK
2. Komputer dan Printer

3. Telepon / Faximili

4. kalender

5. Transportasi
6. Materai

penanganan Surat Keluar Kode "8" (Dewan) tidak dilaksanakan, maka DPRD tidak dapat
aspirasi yang disampaikan masyarakat yang berdampak pada terhambatnya

Pemerintahan,Pembangunan dan Kemasyarakatan

sebagai data elektronik dan manual



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Sekwan Kabag Umum

Kasubag TU,
Kepegawaian dan

Keanggotaan
Dewan

Pejabat
Pelaksana

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11

1 Mendisposisi surat masuk dan/atau menugaskan
Sekwan untuk membuat surat keluar

Surat masuk,
Disposisi, Petunjuk

10 menit Disposisi,
Petunjuk,
Penugasan

SOP Penanganan
Surat Keluar Kode
"B" (Dewan)

2. Mendisposisi surat masuk dan/atau menugaskan
Kabag Umum untuk menyiapkan konsep surat
keluar

Surat masuk,
Disposisi, Petunjuk

10 menit Disposisi,
Petunjuk,
Penugasan

Mendisposisi surat masuk dan/atau menugaskan
Kasubag TU, Kepegawaian dan Keanggotaan
Dewan untuk menyiapkan konsep surat keluar *

Disposisi,
Petunjuk,
Penugasan

60 menit Konsep surat
keluar

4. Mendisposisi surat masuk dan/atau menugaskan
Pejabat Pelaksana untuk menyiapkan konsep surat
keluar

\yt-rlWst-
Disposisi,
Petunjuk,
Penugasan

10 menit Konsep surat
Keluar

5. [/lenyiapkan konsep surat keluar pemberian nomor
lan mengajukan kepada Kasubag Tata Usaha,
Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan untuk
likoreksi dan diparaf

YA

Konsep surat
keluar

10 menit Konsep surat
keluar

6. Mengoreksi konsep Surat Keluar, apabila setuju
nemaraf dan memeruskan ke Kabag Umum.
qpabila tidak setuju dikembalikan kepada Pejabat
Pelaksana untuk diperbaiki

YA l
Tidak

Konsep surat
keluar

10 menit Konsep surat
keluar

Vlengoreksi konsep Surat Keluar, apabila setuju
Temaraf dan memeruskan ke Sekwan. Apabila
:idak setuju dikembalikan kepadaKasubag Tata Ya

-/,-

Konsep surat
keluar

5 menit Konsep surat
keluar dan
nomor surat

rntuk diperbaiki \
8 Mengoreksi konsep Surat Keluar, apabila setuju

memaraf dan memeruskan ke Pimpinan Dewan, Ya

Konsep surat
keluar

10 menit surat keluar

Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kepala
Bagian Umum untuk diperbaiki

-K
@

Tidak

I

I

I



8 116l el l7u
9. Menerima, menelaah jika setuju menandatangani

pada konsep surat keluar dan diteruskan ke Pejabat
Pelaksana untuk diproses jika tidak setuju
dikembalikan ke Sekwan untuk dioerbaiki

w+ Y
Tidak

Konsep surat
keluar

10 menit rurat keluar

10. Mlembubuhkan cap, mengirim dan mengarsipkan
surat

Konsep surat
Keluar

l jam surat keluar,
Dokumentasi
bukti
penyeranan

I 2 3 4 5 7

--\I Selesai I\-J



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD
BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN

Sekretaris DPRD Provinsi Nusa [enggara Timur'

DRS. TOBIAS NGONGO BULU

N1P.19631231 199303 1 178

Administrasi Surat Keluar Kode "H" (Setwan)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O10-2025;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur,

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. ATK
2. Komputer dan Printer

3. Telepon / Faximili

4. Kalender

1.

2.

3.

SOP Penanganan Surat Masuk Kode H (Setwan)

SOP Penanganan Surat Masuk Kode B (Dewan)

SOP Penanganan Surat Keluar Kode B (Dewan)

n dan Pendataan :

sebagai data elektronik dan manualpenanganan Surat Keluar Kode "H" (Setwan) tidak dilaksanakan, maka penyelenggaraan

tahan tidak berjalan dengan baik yang berakibat pada terhambatnya proses Pembangunan dan



No. Tahap Kegiatan

.Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Sekwan Kabag Umum

Kasubag TU,
Kepegawaian dan

:Keanggotaan Dewan

Pejabat
petaksana Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10
1 Mendisposisi surat masuk dan/atau menugtaskan Kabag

Umum untuk membuat surat keluar
Surat masuk,
Disposisi,
Petunjuk

10 menit Disposisi, Petunjuk,
Penugasan

SOP Penanganan
Administrasi Surat
Keluar Kode "H"
(Setwan)

2. Mendisposisi surat masuk Oin%Gu mEnud;G-
Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan
Dewan untuk menyiapkan konsep surat keluar

Surat masuk,
Disposisi,
Petunjuk

10 menit Disposisi, Petunjuk,
Penugasan

Mendisposisi surat@
Pejabat Pelaksana untuk menyiapkan konsep surat
keluar

Surat masuk,
Disposisi,
Petunjuk

'10 menit Disposisi, Petunjuk,
Penugasan

4. Menyiapkan konsep sura@
mengajukan kepada Kasubag Tata Usaha,
Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan untuk dikoreksi

Ya

Disposisi,
Petunjuk,
Penugasan

60 menit Konsep surat keluar

Mengoreksi konsep surat keluar lik--etuyu?paraiEn
diteruskan ke Kabag Umum, apabila tidak setuju
dikembalikan ke Pejabat pelaksana untuk diperbaiki.

Ya

Konsep surat
keluar

'10 menit Konsep surat keluar

Tid K
b Mengorek

diteruskan ke Sekwan apabila tidak setuju dikembalikan
ke Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian dan
Keanggotaan Dewan untuk diperbaiki.

Ya

I
Konsep surat
keluar

10 menit Konsep surat keluar

Tidak
7 Menelah konsep surat ke@

dan diteruskan ke Pejabat pelaksana untuk diproses
apabila tidak setuju dikembalikan ke Kabag Umum
untuk diperbaiki. Tidak

Konsep surat
keluar

10 menit Konsep surat keluar

8. Mendistribusik-n din nrengaEflkinl surat keluar 2 jam Surat Keluar dan Bukti
Penyerahan

r=
F I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN TATA USAHA. KEPEGAWAIAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN

Nomor SOP AP C5 Tahun 2019

Tanqqal Pembuatan
Tanggal Revisi
IanggalEfektif
fisahkan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Nusa enggara Timur,

NrP.19631231 199303 1 178

Judul SOP AP Penyusunan LKIP

Dasar Hukum :
Krralifikasi nelaksana :

l. Pendidikan minimalSLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

3. MemahamiSAK|P

1.

2.
3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 
I

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
I

Standar Operasional Prosedur,
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor lTahun 2019 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur,

4.

5.

6.

7.

8.

Keterkaitan P eral atanlP erlenokaoan
1. ATK
2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximili

1. SOP Penanganan Surat Masuk Kode H (Setwan)
2. SOP Penanganan Surat Keluar Kode H (Setwan)
3. SOP Penyusunan Renstra
4. SOP Penyusunan Renja
5. SOP Penyusunan RKA dan DPA

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Bitaeenrykan,makatidakdapatdiketahuiinformasitentangcapaiankinerja
Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun

)isimpan sebagai data elektronik dan manual



No, Tahap Koglalan

Pelaksana l{utu Baku

Keteranganggkw€n

Kabag
Umum dan

Kabag
Lair|nya

Kasubag Tata
Usaha,

K€pggawalan
dan

Koanggotaan

PeJabat
Polaksana

Kolgngkapan Waktu Output

3 4 6 a I t0uuoernur Ientang r.enyusunan LAKIU
SKPD dan mendisposisi kepada Kabag Umum untuk
menindaklanjuti

Surat Edardn 15 menit Surat Edaran dan
Disposisi

SOP penyusunan
LKIP

2. llenetaah surat Edaran ouoemwli-ng djdE ofui S;iG;--
selanjutnya mendisposisi kepada Kasubag Tata tjsaha,
Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan untuk menvusun LAKIP
Setwan

--i--1t-
Surat Edaran dan
Disposisi

20 menit Surat Edaran,
Disposisidan
Petunjuk

3. Menetaah surat Edaran ouoemuiya-ildEEposiii?iSE!--
gelanjutnya mendisposisi. menugaskan staf Kagubag Tata Usaha,
Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan untuk menvusun LAKIp
Setwan untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data
Kheqa dari setiap bagian

Surat Edaran, Disposisi
dan petunjuk

30 menit SuEt Edaran,
Di$posiei dan
Petunjuk

MengganoaK6n oan mendistribusl Surst Edaran Gubemu keoada
Eeluruh bagian setanjutnya mengumpulkan dan mengotah data
Kherra dari flap bagian

Surat Eds€n, Disposisi
dan petunjuk

30 hari Surat Edaran,
Disposisidan
Detuniuk

5. Menyusunkonsep LAKIP@
Kepala gagian Data Kinerja Setwan

yang telah diolah
10 hari Konsep LKIP Setwan

Mengadakan rapat bers-miEEfiii-iEi serurutr bilEiiiili
membahas konsep LAKIP Setwan dan hasilnya diserahkan ke
Pejabat Pelaksana untuk dlDerbatki -+t L-

I

Konsep LKIP Setwan 4Jam Konsep akhir LKIP
hasil p€mbahasan
Dersama

7. Memperbaiki koruep LAKtp Satwan $auafi;;G;;Gah-; -
bersama dan dise.ahkan ke Kasubag Tata lJsaha dan
Keanggotaan Dewan untuk dikoreksi dan diDaraf

Konsep LKIP Setwan 2 hari Konsep akhir LKIP
hasll pembahasan
bersama

8. Memeriksadan mene@
dlparaf dan diteruskan ke Kabag Umum dan apabita tidak ;etuju
dikembalikan ke Pejabat petaksana untuk diDerbaiki

Konsep LKIP Setwan 3 hari Konsep LKIP Setwan

L Memenrca dan menelaah kongep LAKIP Setwan dan iika s€tuilr
diparat dan jtka tidak setuju dikembatikan ke Kasubaq Tata
Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan untuidiperbaiki

-.\
I
I

-t

Konsep LKIP Setwan 2 hati Konsep LKIP Setwan

Y
10. Memeriksa dan menetaan bnsep LaKte-etwan-liRdlEifri-

ditandatangani dan dissrahkan ke pejabat pelatsina untut
ditindaklanjuti dan jika tidak setuju dikembatikan ke Kabag Umum
untuk diperbaiki t I_l

Konsep LKIP Setwan 20 menit LKIP Setwan

11 Menggandakan, rnendistribusikan dan mengarsjpkan

I S€lesa I

LKIP Setwan dan Nota
Dinas Pengantar

2 jam LKIP
Setwan,Pengantar
terkirim dan lerarsip

7

Mulai

--T--

t-

I 1__l

IL-I

+



06 Tahun 2019

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM

sUBBAGIANTATAUSAHA,KEPEGAWA|ANDANKEANGGoTAANDEWAN

@nggaraTimur,

Pembina Utama MadYa

NrP.19631231 199303 1 178

AdminiGEi Kenaikan Gaji Berkala

Menguasai Tata Naskah Dinas

Memahami aturan KePegawaian

an PerubahannYa1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hemerrlrralrarr udEl

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O-2O25

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun iOt 2 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar OPerasional Prosedur;

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Tamur Nomor 18 Tahun 201't tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

6' Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT,

7 . peraturan Gubernur NTT Nomor 2g Tahun 201 7 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standaroperasiona|ProsedurdiLingkunganPemerintahProvinsiNTT'
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

PemerintahProvinsiNusaTenggaraTimurtahap||Periode2018.2022
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan' Susunan Organisasi'

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

-

1.
2.
J.

ATK
Komputer dan Printer'1.

2.
3.

SOe eenanganan Surat Masuk Kode H

SOP Penanganan Surat Keluar Kode H (Setwan)

sebagai data elektronik dan manual*" ' ': z^;;;;;; a;l; a;;i;i; l[" Ap"i]tui5'pit N"gara tidak
Pengurusan nominlstar@ksanakan' mi



No.

:
Mutu Baku

Waktu

1 2 3 4 5 6 7 I I 1l
1 Menugaskan dan memberi petunjuk kepada Pejabat

Fungsional untuk menginventarisirdan memproses pNS pada
Setwan yang telah memenuhi syarat waktu untuk Kenaikan
Gaji Berkala pada 2 bulan kedepan

Pedoman peraturan
perundang-undangan

15 menit renugasan SOP Pengursan
Administrasi Kenaikan Gaji
Berkala

2. Menyusun konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkal€
lan melengkapi kelengkapan administrasi lainnya dan
nenverahkan keoada Kasubao Tata ljsaha Keoeoawzian drn r l

Pedoman peraturan
perundang-undangan dan
penugasan

90 menit Penugasan, arahan dan
retunJuk

Keangotaan Dewan untuk dikoreksi dan diparaf I ::l

Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji
Berkala beserta kelengkapan administrasi lainnya dan jika

r-@ YA

Daftar PNS yang memenuh
syarat kenaikan gaji berkal€

15 menit Konsep surat
Pemberitahuan Kenaikan
Gaji Berkala dan syarat
<elengkapan

setuju diparaf dan dilanjutkan ke Kabag Umum jika tidak setu.lL
dikembalikan ke Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki

Tidak

4. Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji
Berkala beserta kelengkapan administrasi lainnya dan jika
setuju diparaf dan dilanjutkan ke Sekwan untuk ditandatangani
jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubag Tata Usaha,
Kepegawaian dan Keangotaan Dewan untuk diperbaiki

AI
N.. Ya

Konsep sural
Pemberitahuan Kenaikan
Gaji Berkala dan syarat
kelengkapan

10 menit Konsep surat
Pemberitahuan Kenaikan
Gaji Berkala dan syarat
kelengkapan

Tidak ,Y

Vlemeriksa konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji
Berkala beserta kelengkapan administrasi lainnya dan jika

I toaK

Konsep
Pemberitahuan Kenaikan
Saii Berkala dan syarat
(elengkapan

10 menit Surat Pemberitahuan
Kenaikan Gaji Berkala dan
syarat kelengkapan

rntuk diproses dan jika tidak setuju dikembalikan ke Kabag
Umum untuk dioerbaiki

o Menerima Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang
telah ditandatangani, Membubuhkan cap dan mengirim Surat
Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala kepada Kepala Badan
Pendapatan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah provinsi
NTT dan PNS yang bersangkutan serta tujuan lainnya
selanJutnya mengarsipkan

Surat Pemberitahuan
Kenaikan Ga,i Berkala dan
syarat kelengkapan

10 menit Surat Pemberitahuan
Kenaikan Gaji Berkala dan
syarat kelengkapan

I

Kabqg Umum

t
I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN

\omor SOP AP 07 Tahun 2019

langgal Pembuatan

fanqgal Revisi

Ianggal Efektif

Disahkan oleh enggara Timur,

NtP.19631231 199303 1 178

JudulSOP AP Pengurusan Administrasi Kenaikan Pangkat

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.
z. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor '1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

?

4.

5.

7.

L

1. Pendidikan minimal SLTA
Menguasai Tata Naskah Dinas

Memhamai aturan Kepegwaian

2.

3.

Keterkaitan Peralatan/Perlenqkapan :

't.
2.
3.

SOP Penanganan Administrasi Surat Masuk Kode H (Setwan)
SOP Penanganan Administrasi Surat Keluar Kode H (Setwan)
SOP Pengurusan Sasaran Kerja Pegawai

1. ATK
2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximili

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pengurusan Administrasi Kenaikan Pangkat tidak dilaksanakan, maka setiap PNS yang hendak
mengalami kenaikan Pangkat tidak dapat memperolehnya dan tertunda proses kenaikan pangkat

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

+



No.

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPejabat
Pelaksana

Output

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10
1 Vlenelaah dan mendisposisi Surat Edaran Kepala BKD

€ntang usulan kenaikan pangkat pegawai kepada Kabag
Jmum untuk ditindaklanjuti

ft--''".1
L

Surat Edaran 15 menit Surat Edaran dan Disposisi SOP Penanganan
Surat Masuk Kode "H".

2 Menelaah dan mendisposisi Surat Edaran Kepala BKD
tentang usulan kenaikan pangkat serta menugaskan
Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian untuk menyiapkan
usulan kenaikan pangkat pegawai dan mendistribusikan.

Surat Edaran dan
Disposisi

20 menit Surat Edaran, Disposisi dan
retunjuk

3. Menelaah Surat Edaran Kepala BKD dan disposisi serta
memberikan petunjuk kepada Pejabat Pelaksana untuk
menyiapkan kelengkapan administrasi usulan kenaikan
pangkat pegawai

J,
tt-

Surat Edaran, Disposisi
dan petunjuk

30 menit Surat Edaran, Disposisi dan
letunjuk

4. Menginventarisir pegawai yang akan naik pangkat,
membuat konsep surat pengantar, memberikan nomor
dan melengkapi kelengkapan dokumen administrasi
lainnya dan menyerahkan ke Kasubag Tata Usaha,
Kepegwaian dan Keanggotaan Dewan untuk dikoreksi

Surat Edaran, Disposisi,
petun,uk dan Buku jaga
kenaikan pangkat

90 menit (onsep surat pengantar dan
<elengkapan administrasi
(enaikan pangkat pegawai

Memeriksa konsep surat pengantar beserta kelengkapan
administrasi kenaikan pangkat pegawai jika setuju diparaf
dan dilanjutkan ke Kabag Umum jika tidak setuju
dikembalikan ke Pejabat Fungsional untuk diperbaiki

YA I

Tidak

Konsep surat pengantar

lan kelengkapan
administrasi kenaikan
pangkat pegawai

15 menit Konsep surat pengantar dan
Kelengkapan administrasi

SOP Penyusunan SKP

6. Memeriksa konsep surat pengantar beserta kelengkapan
administrasi kenaikan pangkat pegawai jika setuiu diparaf
dan dilanjutkan ke Sekwan untuk ditandatangani jika tidak
setuju dikembalikan ke Kasubag Tata Usaha,
Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan untuk diperbaiki

YA -/

Konsep surat pengantar
dan kelengkapan
administrasi kenaikan
pangkat pegawai

15 menit Konsep surat pengantar dan
kelengkapan administrasi
kenaikan pangkat pegawai

\ Tidak

Memeriksa konsep surat pengantar beserta kelengkapan
administrasi kenaikan pangkat pegawai dan jika setuju
Tenandatangani dan dilanjutkan ke Pejabat Pelaksana

-@

(onsep surat pengantar
lan kelengkapan
rdministrasi kenaikan
)angkat pegawai

15 menit Surat pengantar dan
kelengkapan administrasi
kenaikan pangkat pegawai

orproses JrKa setu.lu
likembalikan ke Kabag Umum untuk diperbaiki Tidak

'Ketengkapan
':,

Jt_F

-l



rses pengusulan ke BKD menginformaslKan

Kasubag TU,K Dewan iika ada administarsi yang

I penetapan fenaikan pangkat pegawai,

menggandaKan untuk arsiP dan

asli SK kepada Pegawal Yang



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN

Nomor SOP AP 38 Tahun 2019

fanqgal Pembuatan

Ianoqal Revisi

Ianqgal Efektif

Disahkan oleh
'enggara Timur,

NrP.19631231 199303 1 178

Judul SOP AP Pengurusan Administrasi Pensiun

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana:
1.

2.

3.
4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2O25,
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2OiB-2022
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

h

7.

d_

1.

2.

3.

Pendidikan minimal SLTA
Menguasai Tata Naskah Dinas
Memahami aturan Kepegawaian

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Administrasi Surat Masuk Kode H (Setwan)
2. SOP Penanganan Administrasi Surat Keluar Kode H (Setwan)
3. SOP Pengurusan Administrasi Pensiun PNS

1. ATK
2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximili

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pengurusan Administrasi Pensiun tidak dilaksanakan, maka setiap PNS yang telah pensiun tidak dapat
nemperoleh haknya/gaji

Disimpan sebagai data elektronik dan manual



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

l(eterangan
Sekwan Kabag Umum

Kasubag TU,
Kep€gawaian dan

Keanggotaan
Dewen

PeJabat
Pelak6ana

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 I I 10
1 Mendisposisi Surat atau menugaskan Kabag Umum

untuk menindaklanjuti tentang Usulan dan persiapan
kelengkapan administrasi Pegawai yang akan memasuki
masa pensiun

f "* It_
Dedoman Peraturan perundang

Jnoangan
15 menit Penugasan soP Pengurusan

Administrasi Pensiun

Menclisposisi Surat atiau menugaskan Kasubag Tata
Usaha, Kepegawaian dan Keangotiaan Oewan tentang
Usulan dan persiapan kelengkapan administrasi pegawai
/ano akan memasuki masa oensiun

-v--1ll-
Pedoman Peraturan perundang

undangan dan penugasan
30 menit Penugasan, arahan dan

cetunjuk

? \rendisposisi Surat dan memberi petunjuk k€pada
Pejabat Pelakeana untuk mempersiapkan kelengkapan
rdministrasi Pegalai yang akan memasukl masa
rensiun

Daftar ASN yang memenuhi
syarat waktu pensiun

10 menit Konsep surat pengantar dan
kelengkapan administrasi
oensiun ASN

4 Menginventarisir pegawai yang akan memasuki masa
pensiun, membuat konsep surat pengantar, memberikan
nomor dan melengkapi kelengkapan dokumen
administrasi lainnya dan menyerahkan ke Kasubag Tab
Usaha, Kepegftivaian dan Keanggotaan Dewan untuk
dikoreksi

Konsep surat pengantar dan
kelengkapan administrasi
Densiun ASN

t hari Konssp gurat pengantar dan
kelengkapan adminlstrasi
pensiun ASN

Memeriksa konsep surat pengantar bBerta kelengkapan
administiasi Pegawai yang akan memasuki masa
pensiun jika setuju diparaf dan dilanjutkan ke Kabag
Umum jika tidak setuju dikembalikan ke Pelabat
Palakasana untuk diDerbeiki

Ya

Konsep surat pengantar dan
kelengkapan administrasi
oensiun ASN

15 menit Konsep surat pengantar dan
kelengkapan administrasi
pensiun ASN

Tid,ak

6. M€meriksa konsep surat pengantar besertia kelengkapan
administrasi pegawai yang akan memasuki masa pensiun

YA
Konsep surat pengantar dan
kelengkapan administrasi

15 menit Surat pengantar dan
kelengkapan administrasi
pensiun ASN,JtKa seruju otparar oan o[anlulKan Ke ueKu€n untuk

ditandatiangani jika Udak setuju dikembalikan ke Kasubag
Tata Usaha, K€p€gawaiandan Keanggotaan Dewan
untuk diperbaiki

Tida
Densiun ASN

7 Memeriksa konsep surat pengantar beserta kelengkapan
administrasi kenaikan pangkat pegawai dan jika setuju
menandatangani dan dilanjutkan ke Pejabat Pelaksana
untuk dipros$ dan diusulkan ke 8KD jika tidak setuju
Jikembalikan ke Kabag Umum untuk diDerbaiki

Tidak
Surat pengantar dan
(elengkapan administrasi
censiun ASN

60 menit Surat pengantar dan
(elengkapan administrasi

'ensiun 
ASN

L Memproses pengususlan ke BKD, menginformasikan
(epada Kasubag TU, K Dewan jika ada administrasi yang
celum lengkap.

Pemberitahuan dari BKD 15 menit Penugasan/perintah kepada
rtaf

Mengambil SK penetapan kenaikan pangkat pegawai,
nengagenda, menggandakan menyampaikan asli SK
(epada pegawai yang bersangkutan

Penugasan/perintah kepada
staf dari kasubag TU

t hari fambahan kelengkapan
rdministrasi/SK penetapan
prarEip dan tersampaikan
<epada ASN yang

'10. Vlengambil SK penetapan kenaikan pangkat pegawai,
rengagenda, menggandakan untuk arsip dan
renyampaikan asli SK kepada pegawai yang
rentangKutan

I setesai

SK penetapan teraBip dan
tersampaikan kepada ASN
yang bersangkutan

t hari SK penetapan teraBip dan
lersampaikan kepada ASN
/ang beFangkutan

t

I+ll-
I

I

-A

I

0L-F



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN TATA USAHA. KEPEGAWAIAN DAN KEANGOTAAN DEWAN

Nomor SOP AP 19 Tahun 2019

Tangqal Pembuatan

Tanqqal Revisi

langgal Efektif

fisahkan oleh Sekretaris DPRD 'enggara Timur,

DRS. TOBIAS NGONGO BULU

N1P.19631231 199303 1 178

Judul SOP AP Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Sekretaris
DPRD

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana:
1.

2.

3.
4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor '18 Tahun 201 1 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5.

o.

7.

a

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas
3. Memahami Aturan Kepegawaian

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :

1.

2.
?

SOP Penanganan Surat Masuk Kode H (Setwan)
SOP Penangan Surat Keluar Kode H (Setwan)
SOP Pengurusan kenaikan pangkat PNS

1. ATK
2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximili

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) SekretarisDPRD tidak dilaksanakan, maka tidak diketahui
target dan sasaran kinerja yang harus dicapai.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual



Menyusun SKP dan memerintahkan Kasubag TU,
Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan untuk di proses.

dan menugaskan staf untuk menyampaikan
Sekda untuk ditandatangani GubernurM/akil

Pelaksana Mutu Baku

ejabat Pelak: Output

1 2 3 4 5 I 10 11

1

I

(onsep Format SKP 10 menit SOP Penanganan
Surat Masuk Kode "H"

2

I

:ormat SKP t hari Format SKP

imelalui BKD).
Format SKP dan Surat
Pengantar

15 menit :ormat SKP dan
Surat Pengantar



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN

Nomor SOP AP 10 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan

IanggalRevisi

Ianggal Efektif I
Disahkan oleh Sekretaris DPRD

DRS. TOBIAS NGONGO BULU
NrP.19631231 199303 1 178

Judul SOP AP Penyusunan Sasaran Kerja pegawai (SKp) Kepaia
Bagian

uasar Hukum
Kualifikasi pelaksana :1. Undang-Undang NomorZS

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipir Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2o25;4' Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan

Standar Operasional prosedur;

5' Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1g Tahun 201 1

Lingkungan Pemerintah provinsi NTT:
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

7' Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan pelaksanaan
Standar operasional prosedur di Lingkungan pemerintah provinsi NTT.

8' Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll periode 201g-2022

9' Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur,

1.

2.

3.

Pendidikan minimal SLTA
Menguasai Tata Naskah Dinas
Memahami aturan Kepegawaian

Peralatan/Perlengkapan ;1. SOP Penanganan Surat Masuk H (Setwan)
2. SOP Penanganan Surat Keluar H (Setwan)
3. SOP Pengurusan Administrasi kenaikan pangkat pNS

I

2
3

ATK
Komputer dan Printer
Telepon / Faximili

rsr rltgafatl
Pencatatan dan Pendataan :Apabila Penyusunan Sasaran Kerja pegawa

sasaran kerja yang harus dicapai. Disimpan sebagai data elektronik dan manual



1 Menyusun SKP dan menyampaikan kepada Sekwan
rntuk ditandatangani -@-"1"*

Konsep Format
SKP

10 menit <onseo Surat SKP

2. Vlenerima. memeriksa SKP. Jika sudah sesuai
Jitandatangani dan diserahkan kepada Kasubag TU,
Kanen:waisn Keannnnfean Dcwan rrnfrrk dinrnepc -1 \

Konsep Surat SKP 1-2 hati Format SKP

Apabial tidak setuju dikembalikan kepada Kabag untuk
Jiperbaiki.

tidak \'/

[/lenerima dan memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk
menyampaikan ke Sekda melalui BKD. r_Y_rt1-

Format SKP 15 menit SKP Para Kabag

4. Menerima dan menyampaikan ke Sekda melalui BKD. SKP Para Kabag 15 menit SKP Para Kabag

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Kabag Sekwan

::

Kasubag TU,
l(anaarwaia ndan

Kelengkapan

..'

Waktu
Keanggotaan

D€wan

I 2 3 4 5 6 8 I 10 11

I

@



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN

Nomor SOP AP 11 Tahun 2019

Tanqqal Pembuatan

Tanoqal Revisi

IanggalEfektif

Disahkan oleh
'enggara Timur,

NtP.19631231 199303 1 178

Judul SOP AP penyusurran Sasaftln Kerja Pegawai (SKP) Kepala Sub

Bagian

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O-2O25,

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 20'19 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2.
?

7.

6.

1. Pendidikan minimal SLTA

Menguasai Tata Naskah Dinas
Memahami Aturan KePegawaian

2.

3.

Keterkaitan Peralatan/PerlenqkaPan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk Kode H (Setwan)
2. SOP Penangan Surat Keluar Kode H (Setwan)
3. SOP Pengurusan Administrasi kenaikan pangkat PNS

1. ATK
2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximili

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Kasubag tidak dilaksanakan, maka tidak diketahui target serta

sasaran kerja yang harus dicapai.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual

t

I

I



Kasubag TU, Kepegawaian
dan Keanggotaan Dewan

Menyusuns@
Kabag masing-masing untuk dikoreksi.

tvtenerim
diserahkan ke Sekwan dan jika tidak setuJu

likan ke Kasubag masing-masing untuk

Menerima, MenAftiliiEm
ke Kasubag Tata Usaha.

dan Keanggotaan Dewan untuk
diproses jika tidak setuju dikembalikan pada
Kabag masing-masing untuk diperbaiki.

Menet iti can memerinil rrEil$EEi

keBKDpro@



12 Tahun 2019

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN

@sa/TenggaraTimur,

DRS. TOBIAS NGONGO BULU

NrP.19631231 199303 1 178

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pejabat

Pendidikan minimal SLTA

Menguasai Tata Naskah Dinas

Memahami Aturan KePegawaian

@ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara'

3. peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025'

4. peraturan Menteri pAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur.

5. peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

6. peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

7 . peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 201 7 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

8. peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022.

9 peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja SelqlgqialDPRD Provinsi Nusa T"r9g"o Ti*

1.

2.
3.

ATK
Komputer dan Printer
Telepon / Faximili

1. SOP Penanganan Surat Masuk Kode H

2. SOP Penangan Surat Keluar Kode H
3. SOP Pengurusan Administrsi kenaikan pangkat PNS

Pencatatan dan Pendataan :

sebagai data elektronik dan manualdilaksanakan' maka tidak diketahui

serta sasaran kerja yang harus dicapai.



Mutu Baku

No.

Pelaksana

Pejabat Pelaksana

Kasubag TU,

Kepegawaian dan
.Keanggotaan Dewan

Waktu Output

I 2 4 5 6 7 I I 10

1 Menyusun SKP dan menyerahkan kepada Kasubag/

atasan langsung untuk dikoreksi.

Format SKP 10 menit Format SKP

2 Menerima dan memeriksa. jika setuju diteruskan ke

Kasubag masing-masing untuk diberi penilaian.

apabila tidak setuju dikembalikan ke Pejabat
Pelaksana untuk diperbaiki.

ya

Format SKP 2-3 hari Format SKP

tidak

Format SKP 60 menit Format SKP
Menerima dan Meneliti jika setuju ditandatangani dan

Ciserahkan ke Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian

Tidak
-/\rPl ,IAC

setuju dikembalikan ke Kasubag masing-masing
untuk diperbaiki.

\

4 Menerima, Meneliti dan memberi petunjuk ke Pejabat
Pelaksana untuk memproses.

I

_v__tl
Format SKP 30 menit Format SKP

5 Menerima, mengarsipkan dan mengirim ke BKD
Provinsi NTT

Format SKP dan
Surat Pengantar

15 menit Format SKP
Can Surat
Pengantar

11

I



13 Tahun 2019

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN
NtP.19631231 199303 1 178

Kartu lstri (Karis) dan Kartu Suami

Pendidikan minimal SLTA
Menguasai Tata Naskah Dinas

g Pemerintahan Daerah dan Perubahannya'

peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 201O-2O25;

peraturan Menteri pAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT,

Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

standar operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan' Susunan Organisasi'

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

1.

2.
3.

Komputer dan Printer
Telepon / Faximili

Penanganan Administrasi Surat Masuk Kode H (Setwan)

2. SOP Penangan Administrasi Surat Keluar Kode H (Setwan)

3. SOP Pengurusan Administrasi Pensiun

sebagai data elektronik dan manualbat PelaYanan administrasi bagi

dan lstri PNS serta tidak dapat memperoleh hak-haknya pada saat pensiun
t\
I

I



Mutu Baku

No. Tahap Kegiatan

Pelaksana

Kasubag TU,
Kepegawaian dan

Keanggotaan
Dewan

PeJabat
Pelaksana

Kabag Umurn Sekwan Kelengkapan Waktu Output Ketetangan

I 2 3 4 5 6 7 I I 1A

Mendisposisi Surat atau menugaskan Pejabat
Pelaksana untuk menghimpun bahan/biodata dari
setiap ASN di Setwan

Surat masuk,
Disposisi,
Petunjuk

15 menit Surat masuk,
Disposisi,
Petunjuk

SOP Pengurusan
Karis dan Karsu

2. Menghimpun bahan/biodata dari setiap ASN untuk
diisi pada format Karis, Karsu dan membuat Surat
Pengantar kemudian menyerahkan ke Kasubag TU,

Surat masuk,
Disposisi,
Petunjuk

1-5 hari Surat masuk,
Disposisi,
Petunjuk

Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan untuk
dikoreksi

3. Menerima, mengoreksi jika setuju memaraf dan
diteruskan ke Kabag Umum jika tidak seluju

r< \- Tidak
Konsep Format
Karis. Karsu dan
Surat Pengantar

15 menit Surat masuk,
Disposisi,
Petunjukdlkemblil€n l(e Pejabat Pelaksana untuK diperbaiK

(
4.

,Y"

\

Konsep Format
Karis, Karsu dan
Surat Pengantar

15 menit Surat masuk,
Disposisi,
Petunjuk

rvrgtlgtIlta, ttrgrrYvrg^lt JtAq -g]uJu rrtglrlsrgt uqrl

diteruskan ke Sekwan untuk ditandatanganijika tidak
Tl I Kanaaarrtaian dan

.
Keanggotaan Dewan untuk diperbaiki

Tidak Ya

5. Menerima, mengoreksi jika setuju menandatangani
pada Surat Pengantar dan diserahkan ke Pejabat

Konsep Format
Karis, Karsu dan
Surat Pengantar

10 menit Surat masuk,
Disposisi,
PetunjukPelaksana untuk diproses jika tidak setuju

dikembalikan ke Kabag Umum untuk diperbaiki
Tidak

6. Menerima, mengarsipkan dan mengirim ke BKD ffi Format Karis, Karsu
dan Surat Pengantat

l jam Karidan Karsu,
File Surat

1.

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGAM TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN

Nomor SOP AP 14 Tahun 2019
Ianggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh Sekretaris DPRD Provinsi 'enggara Timur,

DRS. TOBIAS NGONGO BULU
NtP.19631231 199303 1 178

Judul SOP AP Pemberhentian Antar Waktu Anggota DpR-
Dasar Hukum : Kualifikasi Delaksana :

1.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20't8 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DpRD.
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan

Standar Operasional Prosedur.
5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 201 1 tentang pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
7. Peraturan Gubernur NTT Nomor23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah provinsi NTT.
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll periode 201g-2022.
9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DpRD provinsi

Nusa Tenggara Timur.

1.

2.
Pendidikan minimal SLTA
Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/Perleno ka oa n
1. SOP Penanganan Surat Masuk Kode B (Dewan)

SOP Penangan Surat Keluar Kode B (Dewan)
SOP Penyelenggaraaan Rapat Badan Musyawarah

2.
?

1. ATK
2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximili

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabi|aPemberhentianAntarWaktuAnggotaDPRDtidakdi|aksanakan'
terhadap anggota DPRD yang berakibat pada proses pergantian Antar waktu tidak dapat terlaksana.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual





Surat 15 menit ffiffi*1

SK
Pemberhentian

I Vtenerima, rnenelaah konsep Surat usulan

pemberhentian jika setuiu ditandatangani dan

citeruskan ke Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh

Pengesahan iika tidak setuju dikembalikan ke Kasubag

TU, kepegawaian dan Keanggotaan Dewan untuk

diperbaiki Disposisi, 14 hari

10 ffindanmenetaPkan
Surat Keputusan peresmian pemberhentian kemudian

menyerahkan ke Ketua DPRD melalui Gubernur untuk

diproses lebih lanjut t- 15 menit SK
Pemberhentian

11 ffimianPemberhentian

11 12 13

:5 6 7 8l

1 2 3
':4



15 Tahun 2019

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN

-'^'T-

1. Pendidikan mlnlmal sL I A

2. Menguasai Tata Naskah Dinas1.

2.

3.
4.

5

6.

PerubahannYa'
UnOang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman PenyusunanT:li.]:19?:T"";

Provinsi Nusa Tenggara Timur,

peraturan presiden Nomor g1 Tahun 2010 tentang Crand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025"

peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun iotz tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur rtro*Jt 18 Tahun 201 1 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
peraturan Gubernur NTT Nomor 2g Tahun 2017 tentang Petunjuk Teklis Penyusunan dan

pelaksanaan Standar operasionat Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi pemerintah provinsi ili,su t"nggura Timur tahap ll Periode 2018-2022

peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan' susunan

Organisasi, Tugas ctan f ungsi !!rta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD

2. KomPuter dan Printer

3. TelePon / Faximili

B (Dewan)

2. SOP Penanganan Surat Keluar Kode B (Dewan)

3. SOP Penyelenggaraaan Rapat Badan Musyawarah

4. SOP Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD

iebagai data elektronik dan manual

DPRD tidak daPat terlaksana.
;:ffiff;j;31'l1l?]il"",ir1,""'irl'1i. *t;y*s berakibat pada proses Persantian Antarwaktu

DRS. TOBIAS NGONGO BULU



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana ,Mutu Baku

Outpu!

1 2 4 5 6 7 I r9 1o 11

I Menerima Usul Pergantian Anggota DPRD dari
Pimpinan Partai Politik dan mendisposisi ke Sekwan
untuk membuat konsep Surat Permintaan Nama
Calon Pengganti Antar Waktu ke KPU

t.

Disposisi,
Petunjuk

7 hari Disposisi,
Petunjuk

SOP Pergantiar
Antar Waktu
Anggota DPRD

z Menerima,Menelaah dan Mendisposisi ke Kabag
Umum untuk menindaklanjuti -Y-t_J- Disposisi,

Petunjuk
30 menit Disposisi,

Petunjuk

Menerima,Menelaah dan Mendisposisi ke Kasubag
TU, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan untuk 0tffi-

*FF

Disposisi,
Petunjuk

15 menit Disposisi,
Petunjuk

membuat konsep Surat Permintaan Nama Calon
Pengganti Antar Waktu ke KPU

4 Menerima,Menelaah dan Mendisposisi ke Pejabat
Pelaksana untuk membuat Konsep Surat Permintaan
Nama Calon Pengganti Antar Waktu ke KPU. @- Disposisi,

Petunjuk
15 menit Disposisi,

Petunjuk

I/lenerima,membuat Konsep Surat Permintaan Nama
Salon Pengganti Antar Waktu ke KPU dan
nenyerahkan ke Kasubag TU, Kepegawaian dan
Keanggotaan Dewan untuk dikoreksi. E

Konsep Surat
Permintaan

3 jam Konsep Surat
Permintaan

N/lenerima,mengoreksi, jika setuju diparaf dan
Citeruskan ke Kabag Umum, jika tidak setuju Ya

I-
A

Tidak

Konsep Surat
Permintaan

15 menit Konsep Surat
Permintaan

likembalikan ke Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki Y
lVlenerima,mengoreksi, jika setuju diparaf dan

Ya

5

-4.
(onsep Surat
Permintaan

15 menit Konsep Surat
Permintaan

ke Kasubag TU, Kepegawaian dan Keanggotaan
Dewan untuk dioerbaiki Y

@

Tidak

I
,|

I

Pimpinan
-DPRD Kabag Umum

-l

I-
I



8 Menerima,mengoreksi, jika setuju diparaf dan
literuskan ke Ketua DPRD untuk ditandatangani jika
iidak setuju dikembalikan ke Kabag Umum untuk
Jiperbaiki

Tidak

Konsep Surat
Permintaan

15 menit Konsep Surat
Permintaan

q Menerima,mengoreksi, jika setuju ditandatangani dan
Jiteruskan ke Kasubag TU, Kepegawaian dan

konsep Surat
Permintaan

30 Menit <Onsep Surat
Permintaan

rg9vrqdr I uuu.
setuju dikembalikan kepada Sekwan untuk diperbaiki. Tidak

10 Menerima dan memberikan petunjuk ke Pejabat
Pelaksana untuk dikirim ke KPU

_Y_tj Konsep Surat
Permintaan

1 jam surat
permintaan

11 Menerima dan menyampaikan Surat Permintaan
Nama Calon Pengganti Antar Waktu ke KPU nt9--]_J

surat permintaan t hari usulan calon
pengganti

anggota DPRDkemudian melapor kembali kepada Kasubag TU,
Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan

12 Menerima Surat Permintaan Nama Calon Pengganti
AntarWaktu, diproses (5 hari) dari KPU dan

usulan calon
pengganti Antar
Waktu

5 hari usulan calon
Pengganti
Antar WaktumenyamparKan Kepaoa Kelua utsKU nama uaron

Pengganti Antar Waktu untuk diproses lebihlanjut

IJ Menerima nama calon pengganti antar waktu dan
mendisposisi ke Sekwan untuk membuat konsep

Disposisi,
Petunjuk

7 hari Disposisi,
Petunjuk

Waktu ke Menteri Dalam Neoeri melalui Gubernur

Menerima,Menelaah dan Mendisposisi ke Kabag
Umum untuk menindaklanjuti t_F Disposisi,

Petunjuk

15 menit Disposisi,
Petunjuk

15 Menerima,Menelaah dan Mendisposisi ke Kasubag
TU, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan untuk

v,w

Disposisi,
Petunjuk

'15 menit Disposisi,
Petun.juk

ilrEilruudl nuilscP oulat reltyarrtpatall t\diltd vdrr
Pengganti Antar Waktu ke Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur

I

I

I

v-ffi|EFrr|E

I



Disposisi,
Petunjuk

15 menit Disposisi,
Petuniuk16 NfiilimileneEa6 dan Mendisposisi ke Pejabat

Pelaksana untuk membuat konsep Surat

Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu

ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur

15 Menit surat
Keputusan

l,'
.|

/l
Disposlsl,
Petunjuk17 Menerima, membuat konsep Surat Penyampaian

Nama Calon Pengganti Antar Waktu ke Menteri

Dalam Negeri melalui Gubernur dan menyerahkan ke

Kasuabg TU, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan

untuk dikoreksi

15 menit usulan calon
Penggantl
Antar WaktuYa -,\

Konsep 5ural
Usulan18 Menerirna,mengoreksi, jika setuju diparaf dan

diteruskan ke Kabag Umum, iika tidak setulu

dikembalikan ke Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki / Tidak

Konsep Surat

Usulan

15 menit usulan calon
Pengganti
Antar Waktu

10 @tujudiparafdan
diteruskan ke Sekwan, jika tidak setuju dikembalikan

ke Kasubag TU, Kepegawaian dan Keanggotaan

Dewan untuk diPerbaiki

Ya A
\

a

r Tidak

Konsep Surat
Usulan

15 menit Jsulan calon
Pengganti
Antar Waktu

zv fillenerima,mengoreksi, jika setuju diparaf dan

diteruskan ke Ketua DPRD untuk ditandatangani .iika

tidak setuju dikembalikan ke Kabag Umum untuk

diperbaiki

Yar @- -lTidak

Surat Usulan l jam rsulan calon
Penggantt
Antar Waktu

21 nlenerima fnengoreksi, jika setuju ditandatan gani

untuk diproses lebihlanjut jika tidak setuju

dikembalikan ke Sekwan untuk diperbaiki

\

@ Tidak

t hari
:_ wl-

surat usulan
Pengganti
Antar Waktu

zz tvtenerirna Oan memberikan petunjuk ke Pejabat

Pelaksana untuk diproses dan dikirim ke Menteri

Dalam Negeri Melalui Gubernur (7 hari)
Surat Usulan 7 hari usulan calon

Pengganti
Antar Waktu

23 Menerirna Surat Usuian Calon Pengganti Antar

Waktu beserta berkas administrasi dan

menyampaikan ke Menteri Dalam Negeri melalui

Gubernur I 14 hari
sejak

diterima

Surat
Keputusan

SUTAT

24 Menerima, Surat Keputusan Peresmian

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD

kemudian memandu Acara Pengucapan

Sumpah/Janii bagi Anggota DPRD Antarwaktu dalam

Rapat Paripurna lstimewa
I

f

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEANGOTAAN DEWAN

\omor SOP AP 16 Tahun 2019

fanqqal Pembuatan

Tanqqal Revisi

Tanoqal Efektif

Disahkan oleh Sekretaris DPRD enggara Timur,

N1P.19631231 199303 1 178

Judul SOP AP Pemeriksaan Kesehatan Anggota DPRD

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 201 7 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

7 . Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA

2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk Kode H (Setwan)
SOP Penanganan Surat Keluar Kode H (Setwan)

SOP Penanganan Surat Masuk Kode B (Dewan)
SOP Penanganan Surat Keluar Kode B (Dewan)

2.

1. ATK
2. Komputer dan Printer

3. Telepon / Faximili

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Pemeriksaan Kesehatan Anggota DPRD tidak dilaksanakan, maka akan terhambat proses
pelayanan pemeriksaan kesehatan terhadap Anggota DPRD tidak dapat terlaksana.

)isimpan sebagai data elektronik dan manual



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetKasubag TU,
Kepegawaian dan

Keanggotaan Dewan

PeJabat
Pelaksana

Pendamping
Komisi

Anggota
DPRD

Kasubag
Admlnistrasl

Keu

Kelengkapan Waktu Output

I 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11

Mendisposisi Surat atrau menugaskan Pejabat
Pelaksana untuk membuat dan menyiapkan Format
m€dical check up

Disposisi, Petunjuk 10 menit Disposisi, Petunjul(,
Penugasan

soP
Pemeriksaan
Kesehatan
Anggota DPRD

z- Menyiapkan Format msdical check up dan
menyampaikan ke pendamping Komisi untuk diisi
oleh anggota DPRD

Disposisi,
Petunjuk,Penugasan

l jam Disposisi, Petunjuk,
Format

J. Menerima format medical check up dan
menyerahkan kepada anggota DPRD untuk diisi

Disposisi, Petunjuk,
Format

t hari Disposisi, Petunjuk,
Format

guna mengetahuijumlah anggota DPRD yang ingin
melakukan medical check up

4. Menerima, mengisi setelah itu dikembalikan ke
Kasubag TU, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan
untuk direkao selaniutnva diserahkan ke Kasubao

Format Medical Check
up

l jam Format Medical
Check up

Administrasi Keuangan untuk diproses.

5. Menerima, direkap selanjutnya diserahkan ke

-t
Format lvledical Check
up

10 menit Format Medical
Check uprYal

6. Menerima, mepersiapkan administrasi dan
melakukan pembayaran biaya medical check up
kepada anggota DPRD. I

Format tvledical Check
up

60 menit Format Medical
Check up

7. Menerima biaya medical check up selanjutnya
melakukan pemeriksaan kesehatan dan

Format Medical Check
up

t hari Biaya medical
check up ,

administrasi
pertanggungjawaba
n

kepada Pejabat Pelaksana

8. Mengarsipkan +-
t t",'"* J

Administrasi
p€rtanggungjawaban

15 menit Administrasi
pertanggungjawaba
n t

I

1

* I

I

t-



17 Tahun 2019

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM

SUB RUMAH TANGGA DAN URUSAN DALAM

ggara Timur,

DRS. TOBIAS NGONGO BULU

NtP.19631231 199303 1 178

Oattar pemUelanjaan barang-barang ATK

Pendidikan minimal SLTA
Menguasai Tata Naskah Dinas

tahan Daerah dan Perubahannya'

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 201 7 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022.

2. Komputer dan Printer

3. Telepon / Faximili

1. SOP Penanganan Surat Masuk Kode H (Setwan)

2. SOP Penanganan Surat keluar Kode H (Setwan)

sebagai data elektronik dan manualK tidak dilaksanakan, maka kebutuhan akan

TK tidak terpenuhi yang berdampak pada kegiatan administrasi dan pelayanan kepada DPRD menjadi



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetKasubag Rumah
Tangga & Urusan

Dalam

Pelabat
Fungslonal

PPK Sekwan Kelengkapan Waktu Output

I 2 3 4 5 6 I 9 10 11

1 Mendisposisi Surat atau menugaskan Staf untuk membuat dan
menyiapkan daftar barang-barang ATK yang akan dibeli

Disposisi, Petunjuk 15 menit Disposisi,
Petunjuk

suF Fempuaran

Daftar Pembelanjaan

Barang-barang ATK

z lVlengetik konsep daftar barangtarang ATK yang akan dibeli dan
menyerahkan ke Kasubag Rumah Tangga dan Urusan Dalam
untuk dikoreksi

konsep daftar barang-
barang ATK

2 hari Konsep daflar
barang-barang
ATK

J Menerima, m€meriksa, jika setuju diparaf dan menyerahkan ke
Pejabat Pembuat Komitmen untuk dikoreksi dan jika tidak setuju di --'\-

Tidak

ya

konsep dafrar barang-
barang ATK

l jam konsep dafiar
barang-barang
ATKkembalikan ke Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki \rZ

4 lVlenerima, memeriksa, jika setuju diparaf dan menyerahkan ke
Sekwan untuk ditandatangani dan jika tidak setuju di kembalikan *'L ya

I

konsep daftar barang-
barang ATK

15 menit konsep daflar
barang-barang
ATKke Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki Tidak

-./Menerima, memeriksa, jika setuju ditandatangani dan
menyerahkan ke Kasubag Rumah Tangga dan Urusan Dalam
untuk diproses lebih lanjut dan jika tidak setuju di kembalikan ke
Pejabat Pembuat Komitmen untuk diperbaiki

t_
Tidak

ronsep daftar barang-
barang ATK

'15 menit konsep daftar
barang-barang
ATK

6 Menerima daflar barang-barang ATK yang akan dibeli yang telah
ditandatangani dan memberi petunjuk kepada Pejabat Pelaksana

Daftar barang-barang
ATK

30 menit Daftar barang-

barang ATK

metaKsanaKan pemoeltan oarang-oarang

7 Menerima, melaksanakan pembelian ATK, mendistribusikan
kepada yang mengajukan permintaan dan mengarsipkan bukti
pengambilan.

Daftar barang-barang
ATK

2iam Barang-barang
ATK

I

-l



8 Tahun 2019

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM

SUB RUMAH TANGGA DAN URUSAN DALAM

DPRDEroffis, Nust Tenggara Timur,

DRS. TOBIAS NGONGO BULU

NrP.19631231 199303 1 178

eaiaf XenUaraan Dinas dan Pajak Bumi dan Bangunan

Hukum :

Menguasai Tata Naskah Dinas
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur.
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 201 7 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. ATK
2. Komputer dan Printer

3. Telepon / Faximili

1. SOP Penanganan Surat Masuk Kode H (Setwan)

SOP Penanganan Surat Keluar Kode H (Setwan)

dan Pendataan :

sebagai data elektronik dan manualPembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dilaksanakan, maka
ada kenyamanan bagi para pengguna kendaraan Dinas dan sebagai bentuk ketidakpatuhan



Ket
No. Tahap Keglatan

Pelaksana

Kasubag Rumah
Tangga & Urusan

Dalam

Pejabat
Fungsional

Kabag Umum Sekwan Kelengkapan Waktu Output

I 9 10 11
1 2 3 4 5

Disposisi, Petuniuk 15 menit Disposisi, Petunjuk SOP Pembayaran Paiak
Kendaraan Dinas dan

Pajak Bumi dan
Bangunan

1 Mendisposisi Surat atau menugaskan Staf untuk
menginventarisir tanggal pembayaran pajak kendaraan dinag
Can Pajak Bumi dan Bangunan

2 Menginventarisir tanggal pembayaran pajak kendaraan dinas,
Pajak Bumi dan Bangunan, membuat Surat pengantar untuk

Jaftar pajak kendaraan

tinas, PBB dan surat
pengantar

t hari daftar Pajak
kendaraan PBB dan

surat pengantar
membayar Pajak dan menyerahkan ke Kasubag Rumah Tangga

dan Urusan Dalam untuk dikoreksi

daftar pajak kendaraan

dinas, PBB dan surat
p€ngantar

't0 menit daftar Pajak
kendaraan PBB dan

surat pengantar

q Menerima, memeriksa, jika setuju diparaf dan menyerahkan ke

Kabag Umum dan jika tidak setuju di kembalikan ke Pejabat
Pelaksan untuk diperbaiki

I
ya

daftar pajak kendaraan

dinas,PBB dan surat
pengantar

10 menit Jaftar paiak
rendaraan PBB dan

surat pengantar

4 Menerima, mEmeriksa, jika setuju diparaf dan menyerahkan ke

Sekwan untuk ditandatangani dan jika tidak setuju di
ya

kembalikan ke Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki

Tidak

5 Menerima, memeriksa jika setuju membubuhkan tandatangan
L

Tidak

-/
daftar pajak kendaraan

dinas,PBB dan surat
pengantar

't0 menit daftar Pajak
kendaraan PBB dan

surat pengantarqan oterusKan Ke KaSuDag Kuman I angga oan urusan uararr
untuk diprosee jika tidak setuju dlkembalikan ke Kabag Umum
untuk dipelbaiki

Surat Pengantar
Pembayaran pajak

10 menit Surat Pengantar
Pembayaran Pajak

o Menerima Surat Pengantar Pembayaran pajak kendaraan dinas
Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditandatrangani dan

rembayaran

7 Menerima, menggandakan, membubuhkan cap basah,
nelaksanakan pembayaran pajak kendaraan dinas, Pajak Bumi
Can Bangunan serta m€ngarsipkan bukti pembayaran pajak

Bukti pembayaran
peiak

t hari Bukti pembayaran
pajak

o

t-
+

-.f



19 Tahun 2019

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM

SUB RUMAH TANGGA DAN URUSAN DALAM N1P.19631231 199303 1 178

Pendidikan minimal SLTA

Menguasai Tata Naskah Dinas
j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O-2O25.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Operasional Prosedur.
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

6. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 201 7 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. ATK
2. Komputer dan Printer

3. Telepon / Faximili

1. SOP Penanganan Surat Masuk Kode H (Setwan)

2. SOP Penanganan Surat Keluar Kode H (Setwan)

sebagai data elektronik dan manualanakan,makakeindahandankenyamananda|ambekerja



No. Tahap Keglatan

Pelaksana Mutu Baku

KetKasubag Rumah
Tangga & Urusan

Dalam

Pejabat
Fungslonal

Kabag Umum Sekwan Kelengkapan Waktu Output

I 2 3 1 5 6 I 9 10 11

1 Mendisposisi Surat atau menugaskan Pejabat Pelaksana untuk
membuat dan menyiapkan daftar nama-nama petugas kebersihan
Kantor untuk didisrtribusikan sesuai lokasi yang telah ditentukan

Disposisi, Petunjuk 15 menit Disposisi, Petunjuk SOP Pembersihan
Gedung Kantor

2 Mengetik konsep daftar nama-nama petugas kebersihan Kantor
untuk didisrtribusikan ke lokasi yang telah ditentukan dan
menyerahkan ke Kasubag Rumah Tangga dan Urusan Dalam
untuk dikoreksi

Konsep Daftar
Pembagian tugas

2)am Konsep Daftar
Pembagian tugas

J Menerima, memeriksa, jika setuju diparaf dan menyerahkan ke
Kabag Umum dan iika tidak setuiu di kembalikan ke Pejabat P+ ya

Konsep Daftar
Pembagian tugas

10 menit Konsep Dafiar
Pembagian tugas

Pelaksan untuk diperbaiki

4 Menerima, memeriksa, jika setuju diparaf dan menyerahkan ke
Sekwan untuk ditandatangani dan jika tidak setuju di kembalikan O ya

Konsep Daftar
Pembagian tugas

10 menit Konsep Daflar
Pembagian tugas

ke Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki
Tidak

6 t
Tidak

Konsep Daftar
Pembagian tugas

10 menit Konsep Daftar
Pembagian tugasditeruskan ke Kasubag Rumah Tangga dan Urusan Dalam untuk

diproses jika tidak setuju dikembalil€n ke Kabag Umum untuk
diperbaiki

6 Menerima daflar penempatan nama-nama petugas kebersihan
gedung kantor yang telah ditandaiangani dan memberi petunjuk
kepada Pejabat Pelaksana untuk di digandakan dan
membubuhkan cap basah.

ffi Konsep Daftar
Pembagian tugas

30 menit Konsep Daftar
Pembagian tugas

7 Menerima, menggandakan, membubuhkan cap basah,
mengarsipkan dan mendistribusikan kepada para Petugas

Daftar Pembagian
lugas

l jam Daftar Pembagian
tugas

trsu€[srlralt gequng Kantqr agar melaKsananan (ugas Pen
gedung kantor sesuai lokasi yang telah ditentukan

r J



Tahun 2019

PEMERINTAH PROVINSiKUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN URUSAN DALAM

DRS. TbBIAS NGONGO BULU

N1P.19631231 199303 1 178

F-",-sffi;@nDPRD

Menguasai Tata Naskah DinasrubahannYa'

2 peraturan presiden Nomor 81 rahun r.f:j:i'ili:'ifl*i*tl":::il?"::J:"J:ffi201n0-2025

I 
H:H:ift

i: :::il::'Jffi:;lli,1::'; J l!ff".j+"n* io', tentans P edoman P envu su na n dan

"on 

;:X,nru:::tt"?ij3:i,"J'1?:"""'"'*T::I:i::1.'ahun 
201e tentans Pembentukan dan

Susunan eerangfat Oaerah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

5.PeraturanGubernurNusaTenggaraTimurr.ro*o,lSTahun20lltentangPedomanTataNaskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT'

6.;PeraturanGubernurNTTNomor23Tahun20lTtentang'"]:i1|.'.*nisPenyusunandan
pelaksanaan standar operasional proseoulJi Lingkunglan Pemerintah Provinsi NTT'

T.PeraturanGubernurNusaTenggaraTimurNomo,-3t"nun20lS.tentangRoadMapReformasi
B i rokrasi p emeri ntan p'ouin"i il-usa re n g g a;;;;' tahaP t lP erio de 201 8-2o22'

8 Peraturan Gubernur Nusa rensga'"t*""lil:;;i:.1;|"J"T3 H:l?13 [i*?jiJ;i':"+'?Ll'

1, ATK

2. KomPuter dan Printer

3. TelePon / Faximili

ffirt" "l"k6nik 
dan manual

' maka

"n-",ipi*pin"n 
dan keamanan gedung tidak ter'iamin



No. Tahapan Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetKasubag Rumah
Tangga & Urusan

Dalam

Peiabat
Fungslonal

Kabag Umum Sekwan Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 8 9 10 t1
Mendisposisi Surat atau menugaskan Staf untuk membuat dan
menyiapkan Jadwal tugas pengamanan Kantor dan Rumah
Jabatan Pimpinan DPRD

Disposisi, Petunjuk 15 menit Disposisi,
Petunjuk

SOP Pengamanan
Kantor dan Rumah

Jabatan Pimpinan
DPRD

2. Mengetik konsep jadwal Petugas pengamanan Kantor dan Rumah
Jabatan Pimpinan DPRD dan menyerahkan ke Kasubag Rumah
Tangga dan Urusan Dalam untuk dikoreksi

Disposisi, Petunjuk 15 menit Disposisi,
Petunjuk

3. Menerima, memeriksa, jika setuju dlparaf dan menyerahkan ke
Kabag Umum dan jika tidak setuju di kembalikan ke Pejabat
Pelaksan untuk diperbaiki Tidak ya

Konsep Jadwal tugas 10 menit Konsep Jadwal
lugas

4. Menerima, memeriksa, jika setuju diparaf dan menyerahkan ke
Sekwan untuk ditandatangani dan jika tidak setuju di kembalikan
ke Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki -L ya

Konsep Jadwal tugas 10 menit Konsep Jadwal
:ugas

Tidak

5. Menerima, memeriksa jika setuju membubuhkan tandatangan dan
diteruskan ke Kasubag Rumah Tangga dan Urusan Dalam untuk
diproses jika tidak setuju dikembalikan ke Kabag Umum untuk
diperbaiki

L
Tidak

Konsep Jadwal tugas 10 menit Konsep Jadwal
tugas

6. Menerima jadwal Petugas Pengamanan yeng telah ditandatangani
dan memberi petunjuk kepada Pejabat Pelaksana untuk di
digandakan membubuhkan cap basah.

Konsep Jadwal tugas 30 menit Jadwal tugas

7. Menerima, menggandakan, membubuhkan cap basah,
mengarsipkan dan mendistribusikan kepada para Petugas
Pengaman Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan Dewan agar
melaksanakan tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan

Jadwal tugas 2 jam Jadwal tugas

1.

t-

f
I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN PROTOKOL DAN PERJALANAN

Sekretaris DP

Pembina Utama Madya
NtP.19631231 199303 1 178

Surat Perintah rugaa?;; stEtm6
Hukum:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O-2O25:
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar
Operasional Prosedur;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD PNSD, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipit Lainnla
Peraturan Gubernur NTT Nomor2S Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah provinsi NTT;
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll periode 2O1g-2O22
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja sekretariat DPRD provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi sertq lqla Kerja sekretariat DPRD provinsi Nusa Tenggara Timur

Menguasai Tata Naskah Dinas

SOP Penanganan Administrasi Surat Keluar Kode B (Dewan)
SOP Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.

ATK
Komputer dan Printer
Telepon / Faximili

Penerbitan Surat Perintah Tugas dan
t perjalanan Dinas tidak dapat terlaksana yang berakibat pada terhambatnya penyerapan aspirasi dan

Disimpansebagaioatffi

nor SOP AP 21 Tahun 2019
I anggal Pembuatan
langgal Revisi
langgal Efektif

)
Drsahkan oleh

JUdUI SOP AP

asi pelaksana:

2.
3.

an
lapan ;

ngatan :
E. rvsr.Et I uet I Fttt tflalaan :



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganPimplnan
Komlsi

Pendamplng
Komlsi

Plmpinan
DPRD

Sekwan
Kabag
Umum

Kasubag
Perjalanan dan

Protokol

Pejabat
Pelaksana

Kelengkapan Waktu Output

I 2 3 4 5 6 7 9 1A 11 12 13
1 Mendisposisi Surata alau memberi petunjuk kepada

Pejabat Pelaksana untuk membuat dan mengajukan
Nota Dinas ke Pimpinan Dewan untuk mendapatkan
persetujuan

Usulan nama
Anggota DPRD
yang ditugaskan

5 menit Konsep usulan
SPT dan SPPO

SOP penerbitan
SPT/SPPD
Dewan

2. l\rembuat Nota Dinas sesuai diposisi Pimpinan Komisi
dan mengajukan kembali ke Pimpinan Komisi.

*
Usulan nama
Anggota DPRD
yang ditugaskan

30 menit Konsep usulan
SPT dan SPPD

3. Menerima Nota Dinas dan menelaah jika setuju
ditandatangani dan diteruskan ke Pimpinan Dewan,
iika tidak setuju dikembalikan ke Pejabat Pelaksana
untuk diperbaiki t J

tidak

Konsep usulan SPT
dan SPPD

5 menit Konsep usulan
9PT dan SPPD

4. Menerima, Memeriksa dan mendisposlsi Nota dinas
lerebut ke Sekwan untuk ditindaklanjuti t: Konsep Nota Dinas

usulan SPT dan
SPPD

5 menit Konsep usulan
SPT dan SPPD

6 Menerima, Memeriksa dan mendisposisi Nota dinas
tersebut ke Kabag Umum untuk ditindaklanjuti

I

Konsep Nota Dinas
usulan SPT dan
SPPD

10 menit Konsep usulan
SPT dan SPPD

Menerima, Memeriksa dan mendisposlsi Nota dinas
tersebut ke Kasubag Protokol dan Perjalanan agar

Konsep Nota Dinas
usulan SPT dan
SPPD

30 menit USUIAN SP I
Jan SPPD

KeteEediaan Anggaran untuk biaya perjalanan serta
mendisposisi ke Pejabat Pelaksana unluk menerbitkan
SPPD dan Surai Tugas

7. Menerima, Memeriksa dan mendisposisi Nota dinas
tersebut ke Pejabat Pelaksana untuk membuat dan
menerbitkan SPPD dan Sural Tugas -l

Konsep SPT dan
SPPD

5 menit Usulan SPT
Jan SPPD

8. Vlenerima disposisi tersebut dan membuat konsep
SPT dan SPPD, diajukan ke Kasubag RT dan
rerjalanan untuk dikoreksi dan diparaf

Konsep SPT dan
SPPD

l jam JSulan SPT
lan SPPD dan

o \lenerima, memeriksa SPT dan SPPD yang telah
literbitkan iika seluiu dinaraf dan dileruskan ke Kahao

Ya

t-
\ _J

Tidak

Konsep SPT dan
SPPD

1-2 hai SPT dan SPPD

rJmum jika tidak setuju dikembalikan ke Pejabat
Fungsional untuk diperbaiki

10. Menerima, memeriksa SPT dan SPPD yang telah
literbitkan jika setuju diparaf dan diteruskan ke ---.J- J

Tidak

SPT dan SPPD 10 menit 9PT dan SPPD

Sekwan Jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubag
Protokol dan Perjalanan untuk diperbaiki



7 2 3 1 7 I I 10 11 72 13
11 Menerima, memeriksa SPT dan SPPD yang telah

diterbitkan Jlka setuju diparaf dan diteruskan ke
Pimpinan Dewan jika tldak setuju dikembalikan ke
Kabag Umum untuk diperbatki

Ya ?+
SPT dan SPPD 10 menit SPT dan SPPO

12. Menerima, memeriksa SPT dan SPPD yang telah
dite6itkan jika setuju ditandatangani dan diserahkan
ke Peiabat Pelaksane ttnfirk dinrncce iika lidlk eatrrir

SPT dan SPPD 10 menit SPT dan SPPD

Cikembalikan ke Sekwan untuk dipertaiki fidak

13. lvlenerima SPT dan SPPD yang telah ditandatangani
lan diserahkan ke pelaksana Perjalanan Dinas untuk
Jiproses serta mengarsipkan

SPT dan SPPD l jam SPT dan SPPD

5 6



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TITUIUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN PROTOKOL DAN PERJAI.ANAN

Nomor SOP AP 22Tahun2019

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Ianqqal Efektif )
Disahkan oleh Sekretaris DPRD

Pembina Utama MadYa

NrP.19631231 199303 1 178

JudulSOP AP peneOitan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah

Perjalanan Dinas ASN

Dasar Hukum : Kualifikasi oelaksana :

1

2

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O-2O25;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2422

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5.

6.

7.

8.

1. Pendidikan minimal SLTA

Menguasai Tata Naakah Dinas2.

Keterkaitan Peralatan/Perlenqkapan :

1. SOP Penanganan AdministrasiSurat Masuk Kode B (Dewan)

2. SOP Penanganan AdministrasiSurat Keluar Kode B (Dewan)
3. SOP Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
4. SOP Verifikasi Surat Pertanggungjawaban

1. ATK

2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximili

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Penerbitan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ASN tidak dilaksanakan, maka
perjalanan Dinas tidak dapat terlaksana yang berakibat pada terhambatnya fasilitasi dan pendampingan terhadap
kegiatan DPRD.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual



No. Tahapan Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket
Para Kasubag

Pejabat
Pelaksana

Kasubag Para Kabag Sekwan
Kabag
Umum

Kasubag
Protokol dan
Perjalanan

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 t0 11 12 13

1 Memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk membuat
konsep usulan perjalanan dinas

Usulan nama ASN
yang ditugaskan

5 menit SPT dan
SPPD

PenerbitranSurat
Perintah Tugas
dan Surat Perintah
Perjalanan Dinas
ASN

2. Membuat konsep usulan perjalanan dinas sesuai
petunjuk dan diajukan ke Kasubag untuk dikoreksi

ya
SPT dan SPPD 30 menit SPT dan

SPPD

3. Menerima, meneliti jika s€tuju diparaf dan ditruskan ke
Kabag Untuk ditandatangani jika tidak setuju
dikemablikan ke Pejabat Pelaksana untuk dipebaiki. t_

Tidak + ya
SPT dan SPPD 5 menit SPT dan

SPPD

4. Menerima, meneliti jika setuju diparaf dan ditruskan ke
Selqilan untuk mendapat persetujuan jika tidak setuju L

Tidak

.J \- ya

I
SPT dan SPPD 10 menit SPT dan

SPPD

ke para Kabag untuk diperbaiki.
- I I

Menerima, meneliti dan mendisposisi ke Kabag Umum
untuk ditindaklanjuti

t_
Tidak + SPT dan SPPD 10 menit SPT dan

SPPD

6. Menerima, meneliti dan mendisposisi ke Kasubag
Protokol dan Perjalanan agar berkoodinasi dengan
Bagian Keuangan terkait ketersediaan Anggaran untuk
biaya perjalanan.

SPT dan SPPD 10 menit SPT dan
SPPD

7. Menerima, meneilti dan mendisposisi dan memberi
petunjuk ke Pejabat Pelaksana untuk
memproses/membuat konsep SPT dan SPPD. r

SPT dan SPPD 10 menit SPT dan
SPPD

8. Memproses/membuat konsep SPT dan SPPD
selanjutnya diserahkan ke Kasubag Perjalanan dan -v-L_

SPT dan SPPD 1-2hari SPT dan
SPPD

Protokol untuk dikoreksi dan diparaf .

9. Menerima, meneliti jika setuju diparaf dan diteruskan L I SPT dan SPPD 10 menit SPT dan
SPPD

Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki r
L---J I

t

-1

I

-t



8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7

SPT dan SPPD 10 menit SPT dan
SPPD10. Menerima, meneliti jika setuju diparaf dan diteruskan

ke Sekwan jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubag

Perjalanan dan Protokol untuk diperbaiki

Ya

t:]+
SPT dan SPPD 10 menit SPT dan

SPPD11. Menerima, meneliti jika setuju ditandatangani dan
Cilanjutkan ke Pejabat Pelaksana untuk diproses jika r + -JTidak
lroaK setulu olKemDa[Kan Ke KaDag umum unruK

Ciperbaiki

SPT dan SPPD l jam SPT dan
SPPD12. Menerima SPT dan SPPD mencatat dalam buku

penyerahan, mengarsipkan dan menyerahkan kepada
Bagian Keuangan untuk proses pembayaran @



23 Tahun 2019

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN PROTOKOL DAN PERJALANAN

Nomor SOP AP

fangqal Pembuatan

Tanggal Revisi

TanqqalEfektif

Disahkan oleh Seketaris DPRD

Pembina Utama Madya

N1P.19631231 199303 1 178

Judul SOP AP o

Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana : ...
1. PendidikanminimalSLTA
2. MenguasaiTata Naskah Dinas

h dan PerubahannYa'

Z. peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;

3. peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O'2O25

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah

Dlnas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

T. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nfi;
L peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018'2022
g. peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan f ungsillrta Tata Kerja S"!*!9!9!9!Xq Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. KomPuter dan Printer
3. TelePon / Faximili

a

(Dewan)

2. SOP Penanganan Administrasi Surat Keluar Kode B (Dewan)
3. SOP Administrasi Kehumasan

Disimpan sebagaidata elektronik dan manualn PimPinan DPRD tidak

lerfasilitasi dengan baik.



Mutu Baku

Ket
No. Tahap Kegiatan

Pelaksana

Pimpinan
DPRD

Sekwan
Kabag
Umum

l(asubag
Protokol dan
Perjalanan

Ajudan Kelengkapan Waktu Output

I 10 11I 2 3 4 5 6 7 E
10 menit Disposisi,

Petunjuk,
Penugasan

SOP Protokoler
Kegiatan Pimpinan
DPRD

1 Mendisposisi Surat atau petunjuk kepada
Sekwan untuk memfasilitasi.

Jadwal Keglatan, lturat
masuk, Disposisi,
Petunjuk

Disposisi, Petunjuk,
Penugasan

10 menit Disposisi,
Petunjuk,
Penugasan

2 Mendisposisi Surat ke Kabag Umum untuk
menindaklanjuti disposisi r-t-r -tlr

10 menit Disposisi,
Petuniuk,
Penugasan

3 Mendisposisi Surat ke Kasubag Perjalanan dan
Protokol untuk berkoordinasi dan memfasilitasi
kegiatan Pimpinan DPRD

Disposlsl, Petun uK,

Penugasan

4 Berkoordinasi dengan Ajudan Pimpinan dan
melaporkan hasil koordinasi ke Pimpinan DPRD t3 Disposisi, Petuniuk,

Penugasan

10 menit Disposisi,
Petunjuk,
Penugasan

untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan

Disposisi, Petunjuk,
Penugasan

15 menit Laporan
5 Mencatat kegiatan Pimpinan DPRD di papan

informasi kegiatan Pimpinan

-t:

v

I



Tahun 2019

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIII'UR

SEKRETARTAT DPRD

BAGIAN PERSIDANGAN, HUMAS DAN PRODUKHUKUM DAERAH

SUB BAGIAN PnOOur nuxUU @

N1P.19631231 199303 1 178

F-en-didil€nminimalsLTA
Menguasai Tata Naskah Dinas@bentukan

I UllllS-UH::: ilh", 23 rahun 20" lrli{ ;"'":::*::::*:*:T::"+:1il3
3 H!l"1li;lliT:'i:HT,"?i:U'+;," ,dit;;""ns Pedoman Penvusunan rata rertib DPRD;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun zoto,"*ng Grand Design Reformasi Birokrasi 2o1O'2O25:

s. peraturan Menteri pAN dan RB Nomor 35 Tahun iotz tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar

.. B3:j,XrJ,l?l":#t^"3|j;insi Nusa renssara Timur Nomor 1 rahun 201e tentane pembentukan dan susunan

, ::;:f,Xffiff',il'S$i]|I:Tfli::JfrT 18 rahun 2011 rentans pedoman rata Naskah Dinas di

, :::j::ff::;I:illi$l"ou#jl ).tl;n* 2017 tentans perunjukreknis penvusunan dan Peraksanaan standar

Operasional Prosedui Oi t-ingfungan Pemerintah Provinsi Nfi;

9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2O18 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

pemerintah provinsi rtr""" r*'i6"ra Timur tahap ll Periode 2^01^8- 
.":::^^^Kerrudukan. susunan organisasi, Tugi

,,.;::iJ':':Hi"J''[1ilH:T:133:::+iilil;ffi:J''TffiiJiJ-'"*''nKedudukan'susunanorsanisasi'rusas
dan Fungsi serta rataiJ;"l5riot"ri"t DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

ino -r,trrro Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa
,|r.H:JJ:t"1r$3l?:1,ffi,i""':1'fiffi-ii"NomorlrahunzotstentansratarertibDPRDProvinsiNusa

KomPuter dan Printer

Telepon / Faximili
de B (Dewan)

SOP Penaganan Admln
;&;;ffi;n"n notini"it"sisurat Keluar Kode B (Dewan)

SOP Rapai Penetapan Keputusan DPRD

SOP PenYetenggaraan RaPat Komisi

;6'P'P;;i;i;ni6"t""n Rapat Gabunsan Komisi

2.

4.
5.

6.

r"b"-d d"t" 
"l"kfunik 

dan manual

@DAtidakdilaksana
*, f"tln" tidak melalui mekanisme pembahasan'



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana
Mutu Baku

KetKasubag Produk
Hukum Daerah

dan Dokumentasi
Pejabat

Pelaksana
Anggota

DPRD
Anggota

Bapemperda
Fraksi KelengkaPan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 E 9 t0 11

1. Materi Ranperda dan
petunjuk kerja

10 menit Petunjuk keria Sop Sidang
Pembahasan
RANPERDAdari Eksekutif, memberikan petunjuk kerja

kepada Staf untuk didistribusikan

Materi Ranperda dan
petunjuk kerja

10 menit Pendistribusian
Ranperda

2. Menerima materi Ranperda dan
mendistribusikan kepada Anggota DPRD
untuk menjadi bahan pembahasan rh

3. Menerima, mempelajari dan membahas
serta menyampaikan pemandangan Umum
Fraksi secara tertulis kepada Eksekutif
dalam Rapat Paripurna 1E

lvlateri Ranperda t hari Surat masuk dan
Disposisi

IJ
4. Menerima tanggapan secara tertulis dari

Eksekutif untuk didistribusikan kepada
Anggota DPRD

I

Tanggapan tertulis l jam Tanggapan Tertulis

Mempelajari dan memberikan jawaban
secara tertulis kepada Eksekutif fi Tanggapan tertulis t hari Tanggapan Teftulis

6. Mendistribusikan jawaban secara tertulis
kepada Eksekutif r= :l

Tanggapan Gubernur 30 menit Jawaban tertulis

7. lVlelaksanakan Pembahasan Ranperda dan t+r-1 |l--*-|

Ranperda 2 hari laporan

nasl pemDanasan oFeranKan Ke KasuDag
Produk Hukum Daerah untuk membuat
laporan

8. Menerima hasil pembahasan dan
memberikan petunjuk kepada Pejabat
Fungsional untuk diketik dan digandakan

r+l1-
Laporan 3 jam laporan

9. lvlenerima hasil pembahasan diketik
menjadi laporan Bappemperda, digandakan
dan didistribusikan kepada Anggota Dewan Ei*B

Laporan 30 menit Pendistribusian
lapgran

1

I

-t



1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11

10. Menerima Laporan Bappemperda dalam
Rapat Paripurna dan dilanjutkan ke Fraksi-
fraksi untuk memberikan penyampaian
penadapat akhir Fraksi

Laporan 2 hari Pendapat Akhir
Fraksi

11 Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi
terhadap Ranperda dan memberikan
persetujuan kepada Gubernur untuk

t-

LapOran t hari Peraturan Daerah

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

12. Menerima materi Pendapat Akhir Fraksi
untuk menjadi hasil Keputusan DPRD dan
diarsipkan

!aporan 10 menit Pendapat Akhir
Fraksi

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN PERSIDANGAN, HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAEMH

SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN DOKUMENTASI

ffi{TenggaraTimur,

Pembina Utama Madya

N1P.19631231 199303 1 178

Pendidikan minimal SLTA

Menguasai Tata Naskah Dinas
Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun iOt2 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Operasional Prosedur;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

7. Peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petuniuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timurtahap ll Periode 2018-2022
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi'

Tugas dan Fungsi serta Tata Keria Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

10. Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa

Keterkaitan

Komputer dan Printer
Telepon / Faximili

SOP Penaganan Administrasi Surat Keluar Kode B (Dewan)

SOP Sidang Pembahasan RANPERDA
SOP Rapat Penetapan Keputusan DPRD
SOP Penyelenggaraan Rapat Komisi

2.
3.

4.
5.
6.

sebagai data elektronik dan manualetapan RAPBD tidak dapat terlaksana

yang berakibat paOa terhambatnya proses penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan sosial



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket
Kabag

Percidangan,
Humas dan

Produk Hukum
Daerah

Kasubag Produk
Hukum Daerah

dan
Dokumentasi

Pejabat
Pelaksana

Anggota
DPRD

Anggota
Banggar

Anggota
Komlsi

Fraksi Kelengkapan Waktu Oubut

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 't2 13

1 Menerima, mempelajari materi Ranperda dari
Eksekuiif dan mendisposisi ke Kasubag Produk
Hukum Daerah dan Dokumentasi untuk
ditindaklanjuti.

BUKU FtAPtsU 10 menit Distribusi Buku
RAPBD

SOP Sidang
Pembahasan
RAPBD

z IVlenerima materi Ranperda dan memberikan
petunjuk kepada Staf untuk mendistribusikan
kepada Anggota DPRD d:l Buku RAPBD 20 menit Distribusi Buku

RAPBD

3 l\ilenerima dan mendistribusikan kepada Anggota
DPRD r= Buku RAPBD 30 menit Distribusi Buku

RAPBD

4 l\Ienerima, mempelajari serta menanggapi dalam
pemandanqan Umum secara tertulis kepada

v Materi
Jawaban

1-2 hari Pemandangan
Umum

Eksekutif dalam Rapat Paripurna

5 Menerima tanggapan secara tertulis dari Eksekutil
dan didistribusikan kepada Anggota DPRD

T8nggapan
tertulis

15 Menit Tanggapan
Tertulis

o l\Ienerima, Mempelajari dan membahas
lanoqapan Gubernur dan hasilnva diserahkan *_ -t

Ianggapan
tertulis

t hari fanggapan
Tertulis

kepada Banggar dalam Rapat Paripuma t, . r

7 l/lenerima hasil Pembahasan dari masing-masing .r
t:]

v Tanggapan
Gubemur

1-2 hari Laporan
Koimisi

komisi melalui Rapat Paripuma untuk dilakukan sPembahasan lebih lanjut dan membuat laporan -l4J
I

r

I

I

I



1 2 3 4 5 6 7 I I 10 t1 t2 13

A Menerima laporan Banggar dan didistribusikan ke
masing-masing Fraksi dalam Rapat Paripurna

t
\

-1

Laporan 20 menit laporan

I Menerima Laporan dan memberikan Laporan
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi

F.J- Laporan t hari Pemandangan
Umum

t,,;,-,
10 lVlenerima laporan untuk diketik, digandakan dan

Ciserahkan kepada Banggar agar dilaporkan ke -t
Laporan 't hari Laporan

r\,aPa[ ranpur

L! lVlenyampaikan laporan hasil pembehasen ke
Dewan dalam Rapat Paripuma

\t il LaPoran 2iam Laporan

13 Menerima, menggandakan dan mendistribusikan r= -l LaPoran l jam Pemandangan
Umum

r6P9rail PttilqaPar
Anggota DPRD

L4 Menerima Laporan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi
dan melakukan pembahasan terhadap RAPBO
dan memberikan persetujuan kepada Gubemur
untuk ditetapkan dalam bentuk Perda, Pendapat

Laporan 1-2 han Ranperda

Akhir Fraksi adalah hasil Keputusan DPRD dan
diserahkan ke Kasubag Produk Hultum Daerah
untuk diproses

15 Menerima hasil sidang pembahasan RAPBD dan
mengarahkan Pejabat Pelaksana untuk mencatat
dalam buku hasil Keputusan DPRD dan
mengarsipkan,

Laporan 10 menit Ranperda

16 Menerima,mencatat dalam buku hasil Keputusan
DPRD dan mengarsipkan.

Ranperda 15 menit Ranperda

f
I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN PERSIDANGAN. HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAEMH

SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAEMH DAN DOKUMENTASI

ggara Timur,

Pembina Utama MadYa

NrP.19631231 199303 1 178

Hukum:

Menguasai Tata Naskah Dinas
a nn$ngnnaang Nomor Zg Tahun2O14 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010'2025;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Operasional Prosedur;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan'
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa

3. Telepon / Faximili
SOP Rapat Penetapan Pemilihan Pimpinan AKD2.

3.

sebagaidata elektronik dan manualan, maka tidak ada kePutusan

Pimpinan yang berakibat pada sebuah produk yang dihasilkan tidak berkekuatan hukum untuk d'tialankan'



Tahap Kegiatan

ata,, me"uga;fan Staf untukMendisposisi Surat atau menugasKan Drar urul

Tembuat dan menyiapkan Rancangan Naskah

DPRD yang meniadi bahan pembahasan

iif-m$apkan Rancangan Naskah Kel

diserahkan ke Kasubag Produk llukum

dan Dokumentasi untuk diPeriksa

irten-ilim-a memeriks a, me neliti

ahkan ke Kabag Persidangan, Humas dan

Hukum Daerah jika tidak setuju dikembalikan

Pejabat Pelaksana untuk diperbalki

ke Sekwan untuk dikoreksi jika tidak

dikembalikan ke Kasubag Produk Hukum

ke PimPinan untuk dibahas dan

iika tidak setuju dikembalikan ke Kabag

in. Humas dan Produk Hukum Daerah

antara PimPinan dan Anggota DPRD

lelanlutnya hasil pembahasan Rancangan Keputusan

oi"rlrtrjn ke Kasubag Produk Hukum Daerah dan

@vangtelah
memberikan petunjuk kepada Pejabat

ffiahkanke.
Hukum Daerah dan Dokumentasi untuk

ffiujudiParafdan
ke Kabag Penidangan, Humas dan Produk

Daerah untuk dikoreksi jika tidak setuiu

atifan fe Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki



1 2 3 1 5 6 7 I I 10 11 12

10 Menerima, memeriksa, meneliti jika setuju diparaf dan
diteruskan ke Sekwan jika tidak setuju dik€mbalikan
ke Kasubag Produk Hukum Daerah dan Dokumentasi
untuk diperbaiki Ya

Keputusan 15 menit Keputusan

1 Menerima, memeriksa, meneliti jika setuju diparaf dan
diteruskan ke Pimpinan Dewan untuk ditandatangani + ya

Keputusan 15 menit Keputusan

jika tidak setuju dikembalikan ke lGsubag Produk
Hukum Daerah dan Dokumentasi untuk diperbaiki Tidak

12 Menerima, memeriksa, meneliti jika setuju
ditandatangani dan diteruskan ke Kasubag Produk
Hukum Daerah dan Dokumentasi untuk dipros$ jika

tidak setuju dikembalikan ke Sekwan untuk diperbaiki

L
Tidak

Keputusan 15 menit Keputusan

Keputusan 25 menit Keputusan
13 l\Ienerima memeriksa, memberikan petunjuk kepada

Peiabat Pelaksana untuk diproses r=
't4 Menerima. Mencatat dalam buku Catatan Hasil

Keputusan DPRD dan mengarsipkan +
I seksai
\l#

Keputusan
DPRD

15 menit

?*+

-1

t



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN PERSIDANGAN, HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAERAH

SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN DOKUMENTASI

Sekretaris DPRD Provinsi Nusafienggara

Pembina Utama MadYa

N1P.19631231 199303 1 178

@anAlat

Dasar Hukum :

2. MenguasaiTata Naskah Dinas20t+ten-tangPemerintahanDaerahdanPerubahannya.
2 Peratuian Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentrang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O'|Q-2O25;

4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun iOtZ tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Operasional Prosedur;
5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

7 Peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur diLingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timurtahap ll Periode 2018-2022

9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi'

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

10 Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa

Komputer dan Printer

Telepon / Faximili

2.

3.
SOP Penyelenggaraan Rapat Badan Musyawarah2.

3.
Pencatatan dan Pendataan :

sebagai data elektronik dan manual@k dilaksanakan, maka akan terjadikevakuman
pada Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang menyebabkan terhambatnya agenda keria DPRD.



Mutu Baku

Keterangan
No. Tahap Kegiatan

Pelaxsana

Pimplnan
DPRD

Sekwan

Kabag
Persidangan,
Humas dan
Produk H'

Daerah

Kasubag Produk
H. Daerah dan
Dokumentasi

Pejabat
Pelaksarra

Kelengkapan Waktu Output

7 I I 10 11
1 2 3 1 5 6

Agenda Keria 10 menit Agenda Kerja SOP Rapat
Pemilihan PimPinan
AKD

I Mendisposisi Surat atau memberikan petuniuk kepada

Sekwan agar menyiapkan Rancangan Materi tentang
Pemilihan Pimpinan AKD sesuai Jadwal Kegiatan

/-\q!
Disposisi,
Petunjuk

10 menit Disposisi,
Petunjukz Mendisposisi ke Kabag Persidangan, Humas dan AKD

untuk ditindaklanjuti

-

tl,r Disposisi,
Petunjuk

10 menit Disposisi,
PetunjukJ [,lendbposisi ke Kasubag Produk Hukum Daerah dan

Dokumentasi untuk menviaDkan Rencanoan Materi

-1
-1

4 Mendisposisi ke Kasubag Produk Hukum Daerah dan
Dokumentasi untuk menyiapkan Rancangan Materi

Disposisi,
Petunjuk

t hari Disposisi,
Petuniuk

q Mengetik Rancangan Materi dan menyerahkan ke
Kasubag Produk Hukum Daerah dan Dokumentasi untuk
di koreksi t-

J
Tidak

Disposisi,
Petunjuk

15 menit Disposisi,
Petunjuk6 Menerima, memeriksa jika s-tuju dilanjutkan ke Kabag

Persidangan, Humas dan Produk Hukum Daerah untuk
dikoreksijika tidsk setuju dikembalikan ke Pejabat
Pelaksana untuk diperbaiki

Yat
Disposisi,
Petunjuk

10 menit Disposisi,
Petunjuk7 Menerima, memeriksa jika setuju dilanjutkan ke Kabag

Persidangan, Humas dan Produk Hukum Daerah untuk
dikoreksijika tidak setuju dikembalikan ke Pejabat

Pelakgana untuk diperbaiki

Ya

-L J
Tidak

.-i
a I

Rancangan
Materi

10 menit Rancangan
MateriI Menerima, memeriksa, jika setuiu menyerahkan ke

Pimpinan dan Anggota DPRD untuk dibahas dalam Rapal

FD
Pemlllnan l,lmplnan Al\U JlKa lloaK Seruju ql|1etlleall|lalr I

Kabag Persidangan, Humas dan Produk Hukum Daerah

untuk diperbaiki
Tidak

F

Ya



5 6 7 q

Rancangan
Materi

9 10 ,1
1 2 3 4

2 jam Rancangan
Materi9 Setelah dibahas dikembalikan ke Pejabat

Pelaksana untuk ditik dan diserahkan ke Kasubag
Produk Hukum Daerah dan Dokumentasiuntuk
dikoreksi

Ya

Rancangan
Materi

30 menit Materi
Rapat10 Menerima, mengoreksi jika setuju diparaf

kemudian diserahkan ke Kabag Persidangan,
Humas dan Produk Hukum Daerah untuk dikoreksi
jika tidak setuju dikembalikan ke Peiabat Pelaksana

untuk diperbaiki
Tidak

I Ya

Rancangan
Materi

10 menit Rancangan
Materi11 Menerima, mengoreksi jika setuju diparaf kemudian

diserahkan ke Kabag Persidangan, Humas dan
Produk Hukum Daerah untuk dikoreksijika tidak
setuju dikembalikan ke Kasubag Persidangan,
Humas dan Produk Hukum Daerah untuk diperbaiki

Tldak

-/
I

\

Ya

".-*
I

Rancangan
Materi

15 menit Rancangan
Materi12 Menerima, mengoreksi jika setuju diparaf

kemudian diserahkan ke Pimpinan Dewan untuk
untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna

rioar< [

Rancangan
Materi

2-3 iam Rancangan
Materi13 Menerima dan menetapkan dalam rapat Paripurna

kemudian ditandatangani dan diserahkan ke

Pejabat Pelaksana untuk diproses i.
-#

Hasil
Keputusan

1 Jam Hasil
Keputusan14 Menerima, rnenggandakan, mendistribusikan dan

mengarsipkan



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGTAN PERSIDANGAN, HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAERAH

SUB BAGTAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN DOKUMENTASI

P rovilsi N uCTFn ggara Timu r,

NtP.19631231 199303 1 178

Pembina Utrama MadYa

erintahan Daerah dan

Peratuian Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1U2025;
peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Strandar

Operasional Prosedur;
peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nfi ;

peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
peraturan Gubernur Nusa tinggira Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Refonnasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 20'18'2022
peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

peraturan DpRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa

2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximili

2. SOP Penyelenggaraaan Rapat Gabungan Komisi

3. SOP Penyelenggaraan Rapat Badan Musyawarah

4. SOP Rapat Penetapan Keputusan DPRD

sebagai data elektronik dan manual@ilnyatidak
diketahui dan tidak dapat diproses lebih laniut.



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetKasubag
Persidangan dan

AKD

PeJabat
Pelaksana

Kabag
Persldangan
dan Humag

Sekwan
Pimpinan

DPRD
Kelengkapan Waktu Output

I 2 3 4 5 a 7 8 9 10 11

1 Menugaskan Staf dan memberi petunjuk dalam rangka
pengambilan Risalah Rapat

Petunjuk Kerja 10 menit Agenoa Ke4a SOP Penyusunan
Risalah Rapat

2 Pengambilan Risalah, mengetik Riasalah Rapat dan Petunjuk Kerja dan
Risalah Rapat

t hari Petunjuk Kerja
dan Rbalah
RapatXisampaikan kepada Kasubag Komisi dan AKD untuk

Cikoreksi

? Menerima, mengoreksi Riasalah Rapat jika setuju memaraf
dan diserahkan kepada Kabag Persidangan jika tidak setuiu

ya

Risalah Rapat 10 menit Risalah Rapat

FeJapaI urprrr

4 Menerima mengoreksi Konsep Risalah Rapat jika setuju
memaraf di tempat tanda tangan Pimpinan DPRD jika tidak -1 L

Risalah Rapat 10 menit Risalah Raoat

setuju dikembalikan ke Kasubag Komisi dan AKD untuk
diperbaiki Tidak I

at,
I

5 Menerima mengoreksi Risalah Rapat jika setuju memaraf di
temoal tanda tanoan PimDinan DPRD iika tidak setuiu L

Tldak

-1
P

ya

I

Risalah Rapat 10 menit Risalah Rapat

dikembalikan ke Kabag Persidangan, Humas dan Produk
Hukum Daerah untuk diperbaiki

- a

o Menerima,meneliti dan membubuhken tanda tangan pada

Risalah Rapat dan menyerahkan ke Kasubag Persidangan

dan AKD untuk diproses

L
Tidak <> Risalah Rapat 10 menit Risalah Rapat

Menerima dan menugaskan Staf untuk penggandaan,
pendjilidan dan diarsipkan sebagai hasil sidang. tr1 Risalah Rapat 2 Jam Risalah Rapat

8 Menerima dan mengarsipkan Risalah Rapat 1 Jam Risalah Rapat

I

ya-l

I

l



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN PERSIDANGAN, HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAERAH

SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

N1P.19631231 199303 1 178

Menguasai Tatia Naskah DinasCd'anS-6AAng NomOr 23 TahUn 2014 tentang Pemenntanan Uaeran qan rE ruearratrrrvq'

peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;
^Aan a'1ol

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 201u2o25;

peraturan Menteri pAN dan RB Nomor 35 Tahun iotz tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar

Operasional Prosedur;
peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nornor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
peraturan Gubernur NTT Nomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Ptovinsi NTT;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 201g tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022
peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, suSunan organisasi' Tugas

fungsi serta Tata Kerja Sekretlriat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa

1. ATK

2, KomPuter dan Printet

sebagaidata elektronik dan manual
, maka agenda

;ii, ;il;;;;kiiiip"o" t"t;"ainv" kevakuman terhadap kesiatan DP RD'

I
2

3
4

5

6

7

I
I

10

11



Pelaksana f,llutu Baku

Ket
No. Tahap Kegiatan

Kasubag
Produk Hukum
Daerah & Dok

Pejabat
Pelaksana

Kabag
Persidangan
Humas, dan
Froduk H.

Daerah

Sekwan
Pimpinan

DPRD
Anggota
BanmusY

KelengkaPan Waktu Output

', 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12

1 Mendisposisi Surat atau menugaskan Staf untuk
membuat dan menyiapkan Konsep Rancangan
Jadwal Kegiatan Rapat Badan Musyawarah
yang menjadi bahan pembahasan

Rancangan
Jadwal

10 menit Agenqa AerJa soP
Penyelenggaraan
Rapat Badan
Musyawarah

Disposisi,
Petunjuk

30 menit Rancangan
Jadwal2 Mlengetik Konsep Rancangan Jadwal Kegiatan

untuk menjadi bahan pembahasan Rapat Badan
Musyawarah dan diserahkan ke Kasubag untuk
Ciperiksa.

Rancangan
Jadwal

15 menit Rancangan
Jadwal3 l\4enerima, memeriksa, meneliti dan

menyerahkan ke Kabag + Ya
Rancangan
Jadwal

10 menit Rancangan
Jadwal4 Menerima memeriksa, meneliti dan

menyerahkan ke Sehran <> YA

Rancangan
Jadwal

30 menit Rancangan
Jadwal5 Menerima memeriksa, meneliti dan

dikonsultasikan ke Pimpinan Dewan
I

Tidak O
dr

Hasiil
Pembahasan

30 menit Rancangan
iadwal6 Konsep Rancangan Rapat Badan Musyawarah

setelah dikonsultasikan dikembalikan ke

l-
Ya

Kasubag Poduk Hukum Daerah dan
Dokumentasi untuk diperbaiki

Rancangan
Jadwal

15 menit Rancangan
Jadwal7 Mendisposisi dan memberi petunjuk ke Pejabat

Pelaksana untuk memperbaiki, menggandakan
dan Mendistribusikan kepada Pimpinan DPRD
dan Anggota BANMUSY untuk dibahas

tl Tl
Rancangan
Jadwal

2 jam Rancangan
Jadwal8 Menerima konsep Rancangan Jadwal Kegiatan

untuk dibahas dan ditetapkan menjadi
Keputusan DPRD, diberi Nomor Keputusan
dikembalikan ke Kasubag untuk disempumakan g *

I

J
I

t--
_l



4
a 8 9 10 11

JACr
Kegiatan
DPRD

12
1 2 3

Jadwal
Kegiatan DPRD

15 menit
I Menerima Jadwal Kegiatan yang telah yang

telah dibahas untuk disempurnakan dan

diserahkan ke Pimpinan DPRD untuk
ditandatangani

Jadwal
Kegiatan DPRD

15 menit Jadwal
Kegiatan
DPRD

10 UengemOatiXan Jadwal Kegiatan yang telah
ditandatangani ke Kasubag Produk Hukum

Daerah dan Dokumentasi untuk diproses.

Jadwal
Kegiatan DPRD

l jam Jadwal
Kegiatan
DPRD

11 @PelabatPelaksana
untuk menggandakan, membubuhkan stempel

mengarsipkan dan mendistribusikanan kepada

Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD serta ke

Pemerintrah.

5 6

P



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN PERSIDANGAN, HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAERAH

SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Pembina Utama Madya

N1P.19631231 199303 1 178

@asil Kunkerdan Reses

1. Pendidikan minimal SLTA
2. MenguasaiTata Naskah Dinas

Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O'10'2025;

peraturan Menteri pAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Operasional Prosedur;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

Peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022
peraturan Gubernur Nusa feniiara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa

Keterkaitan 1. ATK

2. Komputer dan Printer

3. Telepon / Faximili
2. SOP Penetapan Keputusan DPRD

sebagaidata elektronik dan manualrsebut

dapat tlrlaporkan ke Pemerintah yang berakibat pada terhambatnya pembangunan dan pelayanan kepada

2

3
4

5

6

7



Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
No. Tahap Keglatan Fungsional

Umum

3

Kasubag
Persldangan

dan AKD

I

Pimpinan
DPRD

Eksekutif Sekwan

Kabag
Persidangan,
Humae dan

Produk Hukm
Daerah

Kelengkapan Waktu Output

5 e 7 I I 10 11 12
1 2 Agenda Kerja 30 menit Agenda

Kerja
SOP
Penyampaian
Laporan Hasil
Kunker dan
Reses

1 Staf mCnghimpun/menerima Laporan hasil kuniungan kerja

dari masing-masing pendamping Kunker dan Reses kemudian

menyerahkan ke Kasubag Persidangan dan Alat Kelengkapan

Dewan

Bahan Laporan 1-2 hari Bahan
Laporanz Menerima dan melakukan inbntarisasi agar dipastikan semua

laporan kunker dan Reses dapat terkumpul agar Pimpinan

DPRD menyerahkan ke Eksekutif dalam Rapat Paripurna

r= I
Bahan Laporan 1-2 jam Bahan

Laporan3 Menerima dan menyerahkan ke Eksekutif dalam Rapat
Paripurna

Bahan Laporan 2 hari Bahan
Laporan4 Menerinra untuk diakomodir dalam penyusunan kebijakan

anggaran dan diserahkan ke Pimpinan DPRD dalam Rapat
Paripuma

Bahan Laporan 40 menit Bahan
Laporan

A

Menerima dan Menyerahkan ke Sekwan untuk diproses

lebihlanjut ffi
Menerima dan Menyerahkan ke Kabag Persidangan, Humas

dan Produk Hukum Daerah untuk diproses

Bahan Laporan 10 menit Bahan
Laporan

Bahan Laporan 10 menit Bahan
Laporan7 @bag Persidangandan

Alat kelengkapan Dewan untuk diproses

Bahan Laporan 20 menit Bahan
Laporan

a @k didistribusikan kepada

Anggota DPRD dalam Rapat PariPuma

Bahan Laporan l jam Risalah
Rapat

q Menerima, mendistribusikan dan mengarsipkan

I

I

-
I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGAM TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN PERSIDANGAN, HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAERAH

SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

ffitgaraTimur,

NtP.19631231 199303 1 178

t 
-PenOiOit<an 

minimal SLTA

2. Menguasai Tata Naskah Dinas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;

peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O'2025;

peraturan Menteri pAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar

Operasional Prosedur;
peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

7 peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

8 peraturan Gubemur Nusjtenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birolcasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018'2022
9 peraturan Gubernur Nusa Tenggirl Timur Nomor i tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

10 peraturan DpRD provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Pro/nsi Nusa

1.

2.
3.

ATK
Komputer dan PrinterSOP Penyelenggaraaan Rapat Gabungan Komisi

SOP Penetapan KePutusan DPRD
1.

2.
3.

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagaidata elektronik dan manualmPakn ditingkat Komisit

pada terhambatnya proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan'



No. Tahap Keglatan

Pelakeana Mutu Baku

Ket
Kasubag

Persidangan
danAKD Staf Komlsi

Kabag
Persidangan,
Humas dan
Produk H.

Daerah

Sekwan

Plmpinan
Komisl dan

Anggota
Komisl

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 I 9 t0 11

I Memerintahkan Staf Komisi untuk mEmperhatikan
jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan Ketua
Komisi m nSenOa, Petunjuk

Kerja

10 menit Agenda,
petunjuk Kerja

SOP
Penyelenggaraan
Rapat Komisi

z Membuat dan menyampaikan Udangan tertulis kepada -d] Undangan Rapat
Komisi

t hari Undangan
Rapat Komisi

menghadiri Rapat Komisi

? Pimpinan dan anggota Komisi serta Mitra menghadiri

-*
Materi Rapat 1-2 hari Materi Rapat

tan metaKsanaKan Kapar Komrsl

4 Staf Komisi memfasilitasi rapat Komisi dengan
merekam/membuat notulen rapat, pelayanan Konsumsi ; -l

Tidak

Mateti Rapat 1-2 hari Materi Rapat

, pelayanan Al t\,Pllts€ll5l tapat, l|lsuluull UlarEll, lstP,
fax, intemet, foto copy, konsumsi, solain itu membuat
kesimpulan rapat, rekomendasi, surat tanggapan dan
tik selanjutnya diserahkan ke Kasubag Persidangan
dan AKD untuk dikoreksi

\ J

5 Menerima konsep laporan hasil rapat Komisi,
memeriksa iika setuiu dioaraf dan diteruskan ke Kabao

Hasil Rapat Komisl '15 Menit Hasil Rapat
Komisi

Perisidangan, Humas dan Produk Hukum Daerah untuk
dikoreksi dan jika tidak setuju dikembalikan ke Staf
Komisi untuk diperbaiki

YA

o Menerima, meneliti, jika seiuju memaraf dan
nenyerahkan ke Selaran untuk di koreksi jika tidak
setuJu dikembalikan ke Kasubag Persidangan dan AKD
untuk diperbaiki.

.J L
Hasil Rapat Komisi 15 Menit Hasil Rapat

Komisi

Tldak
- a

7 lVlenerima, meneliti, jika setuju memaraf dan
menyerahkan ke Pimpinan Komisi untuk di
ditandatanganijika tidak setuju dikembalikan ke Kabag
Persidangan, Humas dan Produk Hukum Daerah untuk
diperbaiki.

L-
Tidak

+ Hasil Rapat Komisi Hasil Rapat
Komisi

-l
r-

I
.A

'lI-
(a

I



2 3 4 5 6 7 8 I 10 11

I Menerima, meneliti, jika setuju menandatangani dan
menyerahkan ke Kasubag Persidangan dan AKD untuk
memproses jika tidak setuju dikembalikan ke Sekwan
untuk diperbaiki.

F+ Hasil Rapat Komisi 15 Menit Hasil Rapat
Komisi

9 Menerima Naskah Hasil Rapat Komisi dan memberikan
petunjuk ke Staf Komisi untuk dicatat dan diarsipkan

Hasil Rapat Komisi 10 menit Risalah Rapat

10 Menerima, mencatat dan mengarsipkan Hasil Rapat Komisi 10 menit Risalah Rapat

I



PEIUERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIIUIUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN PERSIDANGAN, HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAERAH

SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Sekietaris DPRD Provinsi Nus?Tenggara

Pembina Utama MadYa

N1P.19631231 199303 1 178

Dasar Hukum :

Menguasai Tata Naskah Dinas@n Daerah dan Perubahannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O10'2O25;

peraturan Menteri pAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Operasional Prosedur;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor lTahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
peraturan Gubemur Nusa Tinggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018'2422
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

peraturan DpRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa

1.

2.
J.

Komputer dan Printer
letepon / Faxmlll2. SOP Rapat Penetapan Keputusan DPRD

sebagai data elektronik dan manual

agenda kerja DPRD tidak berjalan dengan baik

1

2

3

4

5

6



Staf Komisi mengambil Jadwal Sidang di

Pesidangan dan berkoodinasi dengan Kasubag

Persidangan dan AKD

Kasubag Tata Usaha untuk Menylapkan dan

an Udangan tertulis kepada Anggota
Komisi dan Eksekutif serta Mitra terkait untuk

menghadiri Rapat Gabungan Komisi

Menyiapkan dan Menyampaikan Udangan tertulis
a Anggota Komisi dan Eksekutif serta Mttra

, menghadiri undangan dan melaksanakan

Stat fomisi memfasilitasi rapat Gabungan Komisi

merekam/membuat notulen rapat, pelayanan,

pelayanan ATK,presensi rapat, distribusi materi' telp'
fax, internet, foto copy, konsumsi, selain itu membuat
kesimpulan rapat, rekomendasi, surat tanggapan dan

serta diserahkan ke kasubag Persidangan dan

untuk diparaf secara berienjang

Menerima, meneliti, jika setuju diparaf dan diteruskan
ke Kabag Persidangan untuk dikoreksi dan jika tidak

dikembalikan ke Staf Komisi untuk dipebaiki

nreneliti, jifa situlu diparaf dan diteruskan

Sekwan untuk diparaf jika tidak setuju
ke Kasubag Persidangan dan AKD

Mutu Baku

Ket

Pelaksana

No. Tahap Keglatan Kelengkapan Waktu Output

Kabas I

Persidangan, I
Humasdan I

Ka€ubag TU, 
I

Kepegawaian I
dan I Sekwan

Plmpinan
DPRDOIAI Produk Hukuk

Daerah

Keanggotaan
Dewan

Tf TT 8 9

\genda Kerja

'10 11 l2
I 2 3 4

10 menit ladawal
(egiatan

ioP
tenyelenggaraan

Rapat Gebungan
Komisi

1

tadwal Keqiatan. 30 menit Jadwal
Kegiatan,
Konsep
Undangan
Rapat

2 (aerrheo Percidanoan dan AKD berkoordinasi

tapat

-t
Jndangan Rapat
3ab Koimsi

t hari Jndangan
Rapat Gab
Koimsi

3 ffi
Jndanqan RaPat 1-2iam Jndangan

{apat Gab
Koimsi

4

I

3ab Komisi
Rapat Gabungan Komisi

l\4ateri RaPat 1-2 hari tlotulen/Hasil

5

\

@

lapat

{asit RaPat
(omisi

15 Menit vlateri Rapat
3ab Komisio L-

Tidak

Ya

Ya

-0U

.lasil RaPat
Komisi

15 Menit vlateri Rapat
7 l_

Tidak

sab Komisi

I



11 12
7 I 9 l0

4 5 6
I 2 3

Ya

I

Hasil RaPat

Komisi

l()henit Materi Rapat
Gab Komisi8 Menerima, meneliti, jika setuju diparaf dan

nenyerahkan ke Pimpinan DPRD untuk di

landatangani jlka tidak setuiu dikembalikan ke Kabag

Persidangaan, Humas dan Produk Hukum Daerah

untuk ditandatangani.

t Hasil RaPat

Komisi -15 
Menit Materi Rapat

Gab Komisi9 @tandatangani dan

diserahkan ke Kasubag Persidangan dan AKD untuk
diproses dan jika tidak setuju dikembalikan ke

Sekwan untuk diPerbaiki

L
Tidak

M=ateri Rapat Gab

Komisi

10 menit
Gab Komisi10 ffikepadastaf

Komisi untuk mencatat dan mengarsipkan sebagai

t
Risalah

M-ateri Rapat Gab

Komisi

10 menit lVlateri Rapat

11 Menerima, mencatat dan mengarsipkan Gab Komisl

r+
Vlateri Rapat



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN PERSIDANGAN, HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAEMH

SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Sekretaris DPRDP;ovinsi Nus{Tenggara

NrP. 1 e631 231 1 ee90q_11-zq

Dasar Hukum :
tahan Daerah

Peraturan pemerintah Nomor 12Tahun2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;

Peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010'2O25;
peraturan Menteri pAN dan RB Nomor 35 Tahun iot2 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar

Operasional Prosedur;
peraturan Daerah provinsiNusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Provinsi NTT;
peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
peraturan Gubernur Nusa t6nggira Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2A1.8'2022
peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang, Kedudukan'

Susunan Organisasi, Tugas Oa-n-Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur'

peraturan DpRD provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa

1. ATK

2. KomPuter dan Printer
SOP Penyelenggaraan Rapat Badan Musyawarah

SOP Penyelenggaraan RaPat Komisi

1.

2.
3.

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manualA;ketahui hasil atattindaklanjut dari Rapat yang



Mutu Baku Keterangan

Ket

No. Tahap Kegiatan

Pelaksana

Kasubag
Persidangan

dan AKD
Pelaksana

Kasubag Produk
Hukum Daerah dan

Dokumentasi

Kabag
Persldangan

Sekwan

Pimpinan
DPRD Gubernur Kelengkapan Waktu Output

3 1 5 6 7 8 9 10 tl 11 12

Agenda dan
disposisi

1-2 hari Hasil Rapat soP
Pembualan
Rekomendasi

1 lVlemerintahkan staf untuk memfasilitasi rapat
dengan merekam/membuat membuat kesimpulan
rap* dan rekomendasi

2 Merekam/membuat kesimpulan rapat, dan
rekomendasi kemudian menyerahkan ke Kasubag
Persidangan dan AKD untuk diparaf t: Hasil Rapat t hari Konsep

Rekomendasi

Menerima, meneliti, apabila sudah benar memaraf
dan menyerahkan ke Kabag Persidangan, Humas
dan Produk Hukum Daerah apabila salah
dikembalikan ke pejabat Pelaksana untuk diperbaiki

Konsep
Rekomendasi

15 Menil Konsep
Rekomendasi

4 Menerima, meneliti, apabila sudah benar memaraf
dan menyerahkan ke Sekwan apabila salah --

/\
-1

Konsep
Rekomendasi

15 Menit Konsep
Rekomendasi

dikembalikan ke Kasubag Persidangan dan AKD
untuk diperbaiki

\
I

Menerima, meneliti, apabila bEnar memaraf dan
dilanjutkan ke Pimpinan DPRD untuk + Konsep

Rekomendasi

15 Menit Rekomendasi

qmnoalanganr menjaqr aeKomenqasr uFKu aPaDlla

salah dikembalikan ke Kabag Persidangan untuk
diperbaiki

Menerima Naskah Rekomendasi ditandatangani
Pradrrk l-ftrkrrm

t-
tr Naskah

Rekomendasi

20 menit Naskah
Rekomendasi

Daerah dan Dokumentasi untuk diproses
l.:, ,.',, I

7 lVlenerima Naskah Rekomendasi untuk dijadikan
Materi Rapat Sidang DPRD serta mengarahkan Staf

Naskah
Rekomendasi

10 menit Naskah
Rekomendasi

ullru^ lllellyalllPql^qll ns^glllEll9q9l lel-svul 
^s

Gubernur NTT, Sekda dan Pimpinan OPD yang

lerkait

I Menyampaikan naskah Rekomendasi ke Gubernur tr l

Naskah
Rekomendasi

l jam Naskah
Rekomendasi

Menerima Naskah Rekomendasi dan
ditindaklanjuti. ffi Naskah

Rekomendasi

'15 Menit Risalah
Sidang

1 2

I

-J

t--



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIIIIUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN PERSIDANGAN. HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAERAH

SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Nomor SOP 34 Tahun 2019

fanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

TanggalEfektif )_
Disahkan oleh Sekretaris DPRD

Pembina Utama MadYa

N1P.19631231 199303 1 178

JudulSOP Pembuatan Notulen RaPat

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1.

2.

3.
4

Undang-tindang Nomor Zg fatrun 2014 tentangfemerintahan Daerah 
I

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD; 
I

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010'2O25; 
I

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
IOperasionalProsedur; I

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 
I

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ; I

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di 
I

Lingkungan Pemerintah ProvinsiNTT; 
I

Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 20'18-2022
Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang,

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keda Sekretariat DPRD Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa

Tenggara Timur
10

1.

2.

Pendidikan minimal SLTA

Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan : Peralatan/PerlengkaPan :

1. SOP Penyelenggaraan Rapat Badan Musyawarah

2. SOP Penyelenggaraan Rapat Komisi

3. SOP Penyusunan Risalah Sidang

1. ATK

2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximili

Perinqatan: Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tiGf dibfsanakan, maka rapat tersebut tidak diketahui hasilnya yang berakibat pada tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kasubag
Persidangan

dan AKD
Staf Komisi

Kasubag Produk
Hukum Daerah dan

Dokumentasi

Kabag
Persidangan

Sekwan
Pimplnan'dan

Anggota
Komisi

Kelengkapan Waktu Output Ket

I 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Memerintahkan Staf Komisi untuk memperhatikan
jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan Ketua
Komisi

Agenda Kerja 10 menit Petunjuk keda SOP Pembuatan
Notulen Rapat

2 Menyampaikan Udangan tenulis kepada Pimpinan
dan Anggota Komisi serta Mitra untuk menghadiri
Rapat Komisi

Konsep
Undangan Rapat
Komisi

2 Jam Undangan

,l
Pimpinan dan Anggota Komisi mengadakan rapat
untuk membahas Suarat masuk maupun aspirasi
yang disampaikan

lVlateri Rapat 1-2hari Hasil Rapat

4. Staf Komisi memfasilitasi rapat Komisi dengan
merekam,membuat konsep notulen rapat dan
menyerahkan ke Kasubag Persidangan dan AKD
untuk dikoreksi

lVlateri Rapat Konsep
notulen rapat

Menerima, meneliti konsep notulen rapat apabila
sudah benar diparaf dan diteruskan ke Kabag
Persidangan,Humas dan Produk Hukum Daerah
apabila salah dikembalika ke Kasubag
Persidangan dan AKD untuk diperbaiki

Konsep notulen
rapat

15 Menit Konsep
notulen rapat

Menerima, meneliti, konsep notulen rapat apabila
sudah benar diparaf dan diteruskan ke Sekwan
apabila salah dikembalikan ke Kasubag
Persidangan Persidangan dan AKD untuk
diperbaiki It:]

Konsep notulen
rapat

15 Menit Konsep
notulen rapat

I

r
t-

!



I 9 10 11 12

1 2 ? 4 5 6 7

Konsep notulen
rapat

15 Menit Konsep
notulen raPatMenerima, meneliti, konsep notulen rapat apabila

sudah benar dipa€f dan diteruskan ke Pimpinan
Komisi apabila salah dikembalikan ke Kabag
Persidangan, HUmas dan Produk Hukum Daerah

untuk diperbaiki

Konsep notulen
rapat

notulen rapat
8. Menerima, Menandatangani notulen rapat menjadi

Naskah Hasil Rapat Komisi dan menerusl(an
kepada Kasubag Produk Hukum Daerah dan
Dokurnentasi untuk diproses

10 menit Risalah Rapat
v Menerima untuk dijadikan Risalah RapaUSidang

DPRD serta mengarahkan Staf untuk pengarsipan -#
-notulen 

rapat 10 menit Risalah Rapat
't0 lVlenerima dan mengarsipkan

r
notulen raPat

r
I

I



35 Tahun 2019

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN PERSIDANGAN, HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAERAH

SUB BAGIAN HUMAS DAN PUBLIKASI

Nomor SOP AP

Tanggal Pembuatan

Ianogal Revisi
TAngsarEE!!!!
Disahkan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Nusf Ienggara I rmur'tl

o*.ffilJdoo",,-u
Pembina Utama MadYa

N1P.19631231 199303 1 178

luOutSOP RP Administrasi Kehumasan

Dasar Hukum :
Krralifi kasi oelaksana :

1. Pendidikan minimal SLTA

2. MenguasaiTata Naskah Dinas
erubahannYa'

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun ZO1Z tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Operasional Prosedur;
5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan

10

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
Peraturan Gubernur Nfi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nfi;
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018'2022
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
peraturan DpRD provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

Keterkaitan Peralatan/Perlenqkapanr
2. KomPuter dan Printer

3. TelePon / Faximili
2. SOP Penanganan Adminsitrasi Surat Keluar Kode B (Dewan)

3. SOP Protokoler kegiatan Pimpinan

Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagaidata elektronik dan manualegiatan Pimpinan DPRD tidak berjalan dengar

baik



Pelaksana
llutu Baku

Ket
No. Tahap kegiatan Pimpinan

DPRD
Sekwan

Kabag
Persidangan,

Humas dan Produk
Hukum Daerah

Kasubag
Humas dan
Publikasi

Pimpinan
Komlsi

Pejabat
Pelaksana

Kelengkapan Waktu Output

7 I 9 l0 11 12
1 2 3 I 5 6

iEOwat rEgiatan, Surat
masuk, Disposisi,
Petunjuk

10 menit Surat, DisPosisi SOP Administrasi
Kehumasan1 Mendisposisi Surat atau memberi petuniuk

kepada Sekwan untuk ditindaklanjuti.

surat masuk, Disposisi'
Petunjuk

10 menit Disposisi,
Petunjuk2 llendisposisi Surat ke Kabag Persidangan,

Humas dan Produk Hukum Daerah untuk
memfasilitasi r-

Jadwal kegiatan, Surat
masuk, Disposisi,
Petuniuk

10 menit Disposisi,
Petunjuk? Mendisposisi Surat ke Kasubag Humas

Can Publikasi untuk berkoordinasi dan
memfasilitasi kegiatan
audiens/penyampaian aspirasi

Surat masuk, Disposisi,

Petunjuk

10 menit Disposisi,
Petunjuk4 Berkoordinasi dengan Pimpinan Komisi

yang membidangi urusan tersebut agar -t
_l

Surat masuk, DisPosisi,

PetunJuk

2 jam TanggaPan,
Rekomendasic Menerima Penyampaian aspirasi dan

membuat tanggapan, rekomendasi

Surat masuf, DisPosisi,

Petunjuk

1 Jam Tanggapan,
Rekomendasio Memfasilitasi, Meliput, membuat Laporan

dan mempublikasikan serta mengarsipkan

-l
-l
rir

v

v



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN PERSIDANGAN, HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAERAH

SUB BAGIAN HUMAS DAN PUBLIKASI

Nomor SOP 36 Tahun 2019

fanggal Pembuatan
T.anggal Revisi

TanggalEfektif )
Disahkan oleh Sekretaris DPRD

'enggara Timur,

DRS. TOBIAS NGONGO BULU

NtP.19631231 199303 1 178

JudulSOP AP Fasilitasi pengaduan aspirasi masyarakat

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1.

2.
3
4.

Pemerintahan Daerah. 
I

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. 
I

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O-2O25. 
I

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
I

Standar Operasional Prosedur. 
I

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan 
I

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022-
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur
tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD

Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6.

8
o

10

1. Pendidikan minimal SLTA

Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan : Peralatan/Perlenqkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk Kode B (Dewan)

2. SOP Penanganan Surat Keluar Kode B (Dewan)

3. SOP Pembuatan Rekomendasi
4. SOP Administrasi Kehumasan

1. ATK

2. Komputer dan Printer

3. Telepon / Faximili

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

arakattidakdi|aksanakan,makapelaksanaankegiatantersebut
tidak akan berjalan dengan baik karena tidak adanya komunikasi dan koordinasi dengan Pimpinan Dewan

maupun Pimpinan AKD.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

t



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Pejabat
Pelaksana

Kasubag
Humas dan

Protokol

Pimpinan
DPRD

Kabag
Persidangan

Sekwan

Kasubag
Produk Hukum

Daerah dan
Dokumentasi

Kelengkapan Waktu Output

I 2 3 4 5 6 7 I 10 11 11 12

Menerima, mencatat surat masuk terkait pengaduan,

aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak
langsung dan meneruskan kepada Kasubag Humas dan
Protokol

Agenda dan
disposisi

20 menat Hasil Rapat SOP
Fasilitasi,pengaduan
aspirasi masyarakat

Menerima Surat pengaduan dan berkoordinasi dengan
Pimpinan Dewan terkait waktu pelaksanaan .

-

Surat Masuk l jam Surat Masuk

Mengagendakan waktu pelaksanaan dan mengirim Surat
undanqan kepada pemohon untuk pelaksanaan keqiatan

Surat Undangan 'l hari Surat
Undangan

setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari
Pimpinan Dewan atau Pimpinan AKD

4 Menyiapkan ruangan rapat, bahan-bahan rapaVpertemuan,
Mencatat,merekam jalannya rapaVpertemuan meminta
tandatangan presensi rapat dan menyusun konsep
kesimpulan rapaUpertemuan kemudian menyerahkan
kepada Kabag persidangan

Ya

Konsep hasil
Kesimpulan
Rapat

15 Menit Konsep hasil
Kesimpulan
Rapat

5 Menerima konsep kesimpulan rapat apabila setuju
memaraf dan melanjutkan ke Kabag Persidangan apabila ya ya

Konsep hasil
Kesimpulan
Rapat

15 Menit Konsep hasil
Kesimpulan
Rapattidak setuju dikembalikan ke Kasubag Humas dan Publikasi

untuk diperbaiki
iloa K

6 Menerima konsep kesimpulan rapat apabila setuju
mcmaral dan mclanir rtkan ka -Qakwrn anahila tidal t

Tidak <> Konsep hasil
Kesimpulan
Rapat

'15 Menit Konsep hasil
Kesimpulan
Rapatdikembalikan ke Kasubag Humas dan Publikasi untuk

diperbaiki

T, Menerima konsep kesimpulan rapat apabila setuju
memaraf dan melanjutkan ke Pimpinan Dewan apabila
tidak setuju dikembalikan ke Kasubag Humas dan Publikasi
untuk diperbaiki

Tidak

Kesimpulan
Rapat

'10 menit Kesimpulan
Rapat

8 Menerima konsep kesimpulan rapat menandatangani dan
dikembalikan ke Kasubag Humas dan Publikasi kemudian

.1.

Kesimpulan
Rapat

10 menit Kesimpulan
Rapat

u urKar r suuag
Dokumentasi untuk diproses

9. Menerima Naskah Rekomendasi untuk dijadikan Materi fl Kesimpulan
Rapat

15 Menit Kesimpulan
RapatRapat Sidang DPRD serta mengarahkan Staf untuk

mengarsipkan.

't0 Vlenerima dan mengarsipkan.

t:Y
Kesimpulan
Rapat

15 Menit Risalah
Sidang

I

I

I

I



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRP

BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN

\omor SOP AP 37 Tahun 2019

fangqal Pembuatan

fanqqal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Sekretaris DPRD sa Tenggara Timur,

DRS. TOBIAS NGONGO BULU

NrP.19631231 199303 1 178

Judul SOP AP Pembayaran biaya perjalanan dinas

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana

Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 201 7 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

1. Pendidikan minimal SLTA

Menguasai Tata Naskah Dinas2.

Keterkaitan Paralafa n/Perlenokaoan
1. ATK
2. Komputer dan Printer

1.

2.

3.

SOP Penerbitan SPPD dan Surat Tugas Dewan

SOP Pengajuan SPPD dan SuratTugas ASN
SOP Verifikasi dan Pelaporan

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pembayaran biaya perjalanan dinas tidak dilaksanakan, maka perjalanan dinas baik Dewan

maupun ASN tidak dapat terlaksana yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan DPRD.
Disimpan sebagai data elektronik dan manual

1

2
2

4

6

7

8



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
Pejabat

Felaksana

Kasubag
Administrasi

Keu
Bendahara

Pelaksana
Perjalanan

Dinas

Kabag
Keuangan

Kasubag
Verifikasi dan

Akuntansi
Sekwan Kelengkapan Waktu Output

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Menerima Dokumen Perjalanan Dinas (SPT dan SPPD)
yang telah ditandatangani oleh Sekwan dan dilakukan
oenouiian mencatat dalam buku reoister SPT dan SPPD

Tidak

Agenda Kerja,
SPPD dan ST

30 menit Surat masuk
dan Disposisi

sop
Pembayaran
Biaya
Perjalanan
Dinas

selanjutnya Menerbitkan Kwitansi dan diserahkan ke
Kasubbag Administrasi Keuangan untuk dilakukan
pengulian kebenaran perhitungan atas jumlah nominal
kwitansi pembayaran

2 Menerima Kwitansi dan memeriksa apabila sudah sesuai
Jengan Kode Rekening kegiatan serta nomenklatur J

Ya

SPPD, ST dan
Kwitansi

15 menit SPPD, ST
Jan Kwitansi

JrPdtat qail utwrqil^ail 
^E 

rilgailcrq lFilggrucrail Jr^o

iidak setuju dikembalikan ke Pejabat Pelaksana untuk
Jiperbaiki

a Menerima Kwitansi disertai Dokumen SPT dan SPPD
3elanjutnya melakukan pembayaran uang panjar J- SPPD, ST dan

Kwitansi
t hari SPPD, ST

dan Kwitansi

gerjaranan Lrnas Kepaqa peraKsana perraEnan sen
mencatat semua pengeluaran tersebut dalam buku
oembantu kas.

L-J

4 Menerima biaya Perjalanan Dinas dan melaksanakan
lugas serta membuat laporan perjalanan Dinas dan
menyampaikan bukti-bukti administarsi
pertanggungjawaban lainnya ke Bag. Keuangan

SPPD, ST dan
Kwitansi

10 menit SPPD, ST
dan Kwitansi

Menerima laporan perjalanan Dinas dan bukti
administrasi pertanggungjawaban lainnya dan melakukan
pengecekan/vermkasi apabila sudah lengkap maka
diterima dan dicatat pada buku register SPPD guna
diterbitkan kwitansi Defenitif dan diserahkan ke Kasubag
Administrasi Keuangan apabila belum lengkap
dikembalikan ke Pelaksana Perjalanan Dinas untuk

-
I toaK

SPPD, ST dan
Kwitansi

40 menit SPPD, ST
lan Kwitansi

YA

Iclrperbaiki/dilengKapi

6 Menerima, mengoreksi apabila setuju diparaf dan
diieruskan ke Kabao Keuanoan dan iika tidak setuiu + Ya

I
Kwitansi
defenitif

15 menit Kwitansi
defenitif

dikembalikan ke Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki Tidak

7 Menerima, mengoreksi apabila setuju diparaf dan ?[fditeruskan ke Sekwan untuk ditandatangani dan jika tidak
setuju dikembalikan ke Kasubag Administrai Keuangan
untuk diperbaiki

Tidak Ya g

-t

t-
J_t-tT-

I



1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13

8 Menerima, mengoreksi jika setuju ditandatangani dan
Jiserahkan ke Kasubag Verifikasi dan Akuntansi untuk
membuat rancangan Surat Pertanggungjawaban L Tidak E-

Kwftansl
defenitif

15 menit SPPD, ST
dan Kwitansi

fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
ika tidak setuju dikembalikan ke Kabag Keuangan untuk
ciperbaiki

-] a
9 lVlenerima dan memberi petunjuk kepada Staf untuk

Surat
Oa*a^^^' r^^i

15 menit Surat
Pertanggungj
awaban
Fungsional

membuat rancangan Surat Pertanggungjawaban
TeI rar r9gur rgjqw

aban
Fungsional

fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

10 Memproses untuk pengiriman dan mengarsipkan
Surat
Perfen.|dilnoia$

l jam Surat
Pertanggungl
awaban
Fungsional

-Er rdr rY9ur r9raw

aban

Fungsional

J,



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN ANGGARAN

Nomor SOP AP 38 Tahun 2019
Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tansqal Efektif I
Disahkan oleh Sekretaris Tenggara Timur,

DRS. TOBIAS NGONGO BULU

NtP.19631231 199303 1 178

Judul SOP AP Penyusunan RENSTRA

Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O10-2025;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 201 2 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur;

5. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi NTT Tahun 2OOS-2O25

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;

7. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah provinsi NTT.

8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll Periode 2018-2022

9 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

1.

2.
a.

Pendidikan minimal SLTA

Menguasai Tata Naskah Dinas
MemahamiSAK|P

Keterkaitan Peralatan/Perlenqkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk Kode H (Setwan)
2 SOP Penanganan Sural Keluar Kode H (Setwan)
3. SOP Penyusunan Renja
4. SOP Penyusunan RKA dan DpA
5. SOP PenVusunan LKIP

1. ATK
2. Komputer dan Printer
3. Telepon / Faximili
4. Kalkulator

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

ApabilaPenyusunanRenstratidakdi|aksanakanmakaakanberdamp@yuSunan
RENJA, RKA/DPA dan dokumen perencanaan lain dibawahnya.

)isimpan sebagai data elektronik dan manual

t



No. Tahap Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KeteranganSekwan
Kabag

Keuangan
Kasubag
Anggaran

Pejabat
Pelaksana

Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 I 10
1 Menelaah Surat Edaran Gubernur tentang

Penyusunan Renstra SKPD dan mendisoosisi
kepada Kabag Keuangan untuk menyusun
Renstra ry Surat Edaran 15 menit Surat Edaran dan

Disposisi
SOP Penyusunan
Renstra

2. Menelaah Surat Edaran Gubernur dan
didisposisi kepada Kasubag Anggaran untuk
menyusun Renstra Setwan

t-it"--ttt-
Surat Edaran dan
Disposisi

20 menit Surat Edaran, Disposisi
dan petunjuk

Menelaah Surat Edaran Gubernur dan
didisposisi pimpinan selanjutnya menugaskan
pejabat pelaksana untuk melakukan
pengumpulan dan pengolahan data dari setiap
Bagian

0
I t--

Surat Edaran, Disposisi
Can petunjuk

30 menit Surat Edaran, Disposisi
dan petunjuk

4. Mengumpulkan dan mengolah data dari tiap
Bagian menjadi konsep Renstra dan
menyampaikan kepada Kasubag Anggaran *

Surat Edaran, Disposisi
Jan petunjuk

30 hari Copy Surat Edaran
Gubernur terdisposisi dan
data yang telah diolah

Konsep Renstra Setwan diberikan kepada
Kabag Keuangan untuk dibahas dalam rapat

r*r--1__J Konsep Renstra
Setwan

t hari Konsep Renstra Setwan

o. Mengadakan rapat bersama seluruh bagian
untuk membahas konsep Renstra Setwan

l---l+-tF- -t t- Konsep Renstra
Setwan

t hari Konseo Renstra Setwan

Memperbaiki konsep Renstra Setwan sesuai
hasil pembahasan bersama dan diserahkan ke
Kasubag Anggaran untuk dikoreksi dan diparaf.

Konsep Renstra
Setwan

4 jam Konsep Renstra hasil
pembahasan bersama

8. Memeriksa konsep Renstra Setwan apabila
setuju di paraf dan diteruskan ke Kabag
Keuangan apabila tidak setuju dikembalikan ke
Kasubag Anggaran untuk diperbaiki. r Konsep Renstra

Setwan
3 hari Konsep Renstra Setwan

Tidat

q Memeriksa konsep Renstra Setwan apabila
setuju di paraf dan diteruskan ke Sekwan dan
apabila tidak setuju dikembalikan untuk
diperbaiki.

Ya
Konsep Renstra
Setwan

2hari Konsep Renstra Setwan

I EAK

10 Memeriksa konsep Renstra Setwan apabila
setuju di ditandatangani dan diteruskan ke
Pejabat Pelaksana untuk diproses

Konsep Renstra
Setwan

20 menit Renslra Setwan

Tidak

11 l/lenggandakan, mendistribusikan dan
mengarsipan

ri:__J
Renstra Setwan dan
Surat Pengantar

2 jam Renstra Setwan dan Surat
Pengantar tergandakan,
terkirim, terdistribusi dan
terarsip

e

I
t-



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DPRD

BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN ANGGARAN

Disahkan oleh Sekretarisoenop@r,

DRS. TOBIAS NGONGO BULU
NtP.19631231 199303 1 178

Hukum :

Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerinta@
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O-2O25
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 20'12 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan
Standar Operasional Prosedur;
Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang
Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 201 1 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja sekretariat DpRD provinsi Nusa Tenggara Timur;
Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah provinsi NTT.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahap ll periode 201g-2022
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja sekretariat DpRD provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pendidikan minimal SLTA
Menguasai Tata Naskah Dinas
MemahamiSAK|P

Keterkaitan
SOP Penanganan Surat Masuk Kode H (Setwan)
SOP Penanganan Surat Keluar kode H (Setwan)
SOP Penyusunan Renstra
SOP Penyusunan RKA dan DPA
SOP Penyusunan LKIP

1.
2.
3.
4.
6

1.

2.
J.

ATK
Komputer dan Printer
Telepon / Faximili

bi|apenyusunanRenjatidakdilaksanakanmakaakanberda
dokumen perencanaan lain dibawahnva.

sebagai data elektronik dan manual

4.

5.

6.

7.

8.


